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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKL-RPL 

Berdasarkan prakiraan dan evaluasi dampak penting maka disusun rencana tindak lanjut dalam 

bentuk RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan RPL (Rencana Pemantauan 

Lingkungan Hidup) dalam satu kesatuan laporan. Adapun maksud penyusunan RKL dan RPL 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1.1.1 Maksud 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) merupakan rencana tindak lanjut untuk 

mengelola dampak penting yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek, sedangkan Rencana 

Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) merupakan piranti untuk memantau hasil pengelolaan 

lingkungan tersebut.  Dengan demikian penyusunan RKL dan RPL ini dimaksudkan untuk: 

 Menyusun rencana pengelolaan dampak penting agar dampak yang ditimbulkan proyek 

dapat memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan dan / atau  meminimalisasi kerusakan 

lingkungan sehingga dapat menghindari kemungkinan timbulnya dampak penting yang 

akan dapat berkembang menjadi isu lingkungan atau isu sosial yang merugikan berbagai 

pihak yang berkepentingan. 

 Menyusun rencana pemantauan dampak penting guna mengetahui efektivitas hasil 

pengelolaan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan penyusunan rencana 

tindak lanjut untuk menyempurnakan pengelolaan lingkungan secara terus menerus. 

Dengan adanya RKL dan RPL ini maka setiap dampak penting yang ditimbulkan oleh kegiatan 

dapat terkendali dan teredam hingga tidak berkembang menjadi isu lingkungan regional, 

nasional atau bahkan menjadi isu lingkungan internasional. 

1.1.2 Tujuan 

Maksud penyusunan RKL dan RPL adalah mengendalikan dampak penting agar sesuai dengan 

norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku. Oleh karena itu sesuai dengan maksud 

penyusunan RKL dan RPL, maka tujuan penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut: 

 Memastikan bahwa rencana kegiatan pengusahaan panas bumi untuk PLTP Muara Laboh 

mengikuti ketentuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan 

mengelola sumberdaya alam untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 

pembangunan ekonomi daerah maupun ekonomi nasional. 
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 Mengelola dampak penting yang timbul dari kegiatan pengusahaan panas bumi untuk  

PLTP Muara Laboh sesuai baku mutu lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif 

penting terhadap lingkungan. 

 Melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan rencana yang telah dituangkan 

dalam FS/Feasibility Study maupun DED/Detail Engineering Design (mitigated impact). 

 Mengelola lingkungan secara terpadu dengan menyediakan dana sesuai kebutuhan 

pengelolaan lingkungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan 

norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku. 

 Memantau dampak negatif penting dari kegiatan proyek guna  memastikan bahwa 

pelaksanaan pengelolaan lingkungan telah sesuai dengan standar baku mutu lingkungan 

yang ditetapkan oleh pemerintah.  

 Menyampaikan informasi hasil pemantauan lingkungan proyek kepada para pemangku 

kepentingan sebagai bahan acuan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan serta 

rencana tindak lanjut terhadap pengelolaan lingkungan. 

Dengan demikian pengelolaan dampak penting akibat kegiatan maupun pengelolaan dampak 

yang sudah direncanakan (mitigated impact) senantiasa terpantau dan terkendali sehingga 

dapat memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. 

Mitigated impact adalah dampak yang sudah diketahui dari awal, sedangkan rancangan 

kegiatan (FS dan DED) sudah mencakup rencana pengelolaan dan pengendalian dampak 

tersebut, sehingga dampak tersebut tidak lagi perlu dikaji dalam ANDAL,  namun dicantumkan 

dalam RKL-RPL. 

1.2 KEBIJAKAN LINGKUNGAN 

PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) memiliki komitmen yang tinggi terhadap program 

K3LL (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan).  

Perusahaan menetapkan standar yang tinggi dalam penerapkan program K3LL untuk 

memastikan bahwa semua area operasi adalah tempat yang proaktif dan aman bagi para 

pemangku kepentingan (stakeholder). Perusahaan berkomitmen secara proaktif untuk 

melindungi keselamatan dan kesehatan manusia serta lindungan lingkungan. Untuk  terus 

meningkatkan  kinerja program K3LL, perusahaan secara rutin meninjau secara berkala 

terhadap kebijakan, program,  prosedur, melakukan audit maupun inspeksi terhadap kegiatan 

serta melakukan identifikasi potensi bahaya sehingga bahaya dapat dicegah dan diminimalisasi 

untuk mengurangi kecelakaan serta meningkatkan kepatuhan kerja.  

Kebijakan perusahaan didasarkan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: 

 Mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan sesuai 

dengan peraturan dan perundangan serta best practice yang berlaku. 
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 Mematuhi, meninjau operasi dan menilai potensi terhadap ancaman keselamatan kerja, 

risiko kesehatan dan mencegah kerusakan lingkungan dengan cara melaksanakan 

rencana untuk mengelola risiko tersebut secara bijaksana. 

 Meninjau keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara mengidentifikasi peluang untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

 Memiliki komitmen untuk secara efektif meminimalisasi dampak potensial terhadap operasi 

perusahaan pada program K3LL dengan cara mengelola potensi bahaya, pencegahan 

kecelakaan,  mengurangi limbah, emisi dan pembuangan dan dengan menggunakan 

energi secara efisien. 

Dalam melaksanakan maksud kebijakan, perusahaan akan: 

 Memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dan didirikan dapat mengidentifikasi dan 

mengendalikan bahaya di sekitar tempat kerja  serta untuk memantau kinerja program 

K3LL. 

 Memastikan bahwa semua karyawan mengerti bahwa operasi yang aman adalah "bisnis 

yang baik", dan hal ini memiliki tingkat kepentingan yang setara dengan urusan lainnya. 

 Memotivasi dan mendorong semua karyawan, pemasok (vendor dan kontraktor) dan 

stakeholder lainnya untuk mempertahankan standar kesadaran K3LL yang tinggi. 

 Berkomunikasi secara terbuka dengan karyawan, persediaan dan semua pemangku 

kepentingan untuk terus meningkatkan standar K3LL. 

 Memenuhi semua kewajiban hukum dimana pun perusahaan beroperasi. 

 Mengadopsi praktik terbaik dan menerapkan standar yang melindungi keselamatan dan 

kesehatan karyawan dan mencegah kerusakan lingkungan. 

 Mengikuti prosedur tertulis untuk risiko tinggi atau situasi yang tidak biasa. 

 Melibatkan orang yang tepat dalam keputusan yang mempengaruhi prosedur K3LL dan 

peralatan. 

 Memastikan bahwa setiap karyawan memahami bahwa memiliki tugas untuk mencegah 

kecelakaan dan memberikan tempat yang aman dan sehat dalam setiap area kegiatan. 

PT SEML menyadari pentingnya mengelola dan memantau lingkungan. Pengelolaan 

lingkungan harus terintegrasi dalam seluruh tahapan kegiatan.  

1.3 KEGUNAAN DILAKSANAKANNYA RKL-RPL 

Pelaksanaan RKL-RPL secara baik, konsisten dan berkesinambungan dapat memberikan 

manfaat bagi pemrakarsa, pemerintah maupun masyarakat. Jadi pelaksanaan RKL yang 

konsisten perlu dikuti dengan pelaksanaan RPL secara terus menerus dan berkelanjutan 
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sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk evaluasi dan penyempurnaan RKL. Adapun 

kegunaan dilaksanakannya RKL-RPL bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) adalah 

sebagai berikut: 

1.3.1 Bagi Kepentingan Pemrakarsa 

Pelaksanaan RKL-RPL yang baik dan konsisten pada proyek akan dapat meminimalkan 

kerugian terhadap manusia, peralatan, material, proses produksi dan lingkungan hidup. Adapun 

manfaat dilaksanakannya RKL-RPL bagi kepentingan Pemrakarsa adalah sebagai berikut: 

 Melakukan upaya penyelamatan, pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan 

dalam upaya meminimalkan kerugian terhadap manusia, peralatan, material proses 

produksi dan lingkungan hidup sehingga lebih menjamin kelangsungan hidup proyek 

secara berkelanjutan. 

 Terpeliharanya hubungan yang selaras dan serasi antara proyek dengan lingkungan 

hidupnya secara khusus dan juga antara proyek dengan lingkungan sosial di sekitarnya 

melalui hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. 

 Mendapatkan informasi lingkungan yang lengkap dari hasil pelaksanaan program K3LL,  

dalam upaya meminimalkan kerusakan/ kerugian terhadap kerusakan/ hilangnya peralatan 

maupun material serta penurunan kualitas lingkungan hidup sehingga dapat lebih 

menjamin kelangsungan hidup proyek secara berkelanjutan. 

 Mendapatkan informasi lingkungan yang lengkap dari hasil pembinaan hubungan yang 

selaras dan serasi antara kegiatan proyek dengan lingkungan hidup sekitarnya dan secara 

khusus antara proyek dengan lingkungan sosial di sekitarnya melalui hubungan timbal 

balik yang saling menguntungkan. 

Pelaksanaan RKL-RPL juga dimaksudkan untuk menekankan pentingnya menjalin keselarasan 

hubungan antara proyek dengan lingkungan sosial masyarakat di sekitarnya. 

1.3.2 Bagi Kepentingan Pemerintah 

Pemerintah berkewajiban menyediakan kualitas lingkungan hidup yang dapat memberikan 

keamanan dan kenyamanan bagi kehidupan masyarakatnya, namun pemerintah juga harus 

menyelenggarakan pembangunan yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan 

masyarakat. Oleh karena itu dengan pelaksanaan RKL-RPL yang baik dan konsisten secara 

terus menerus dapat memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai berikut: 

 Sebagai alat kendali pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan proyek terutama 

sebagai bagian dari upaya melaksanakan pengelolaan lingkungan sehingga tercipta 

suasana lingkungan yang nyaman bagi masyarakat di sekitar proyek. 

 Kehadiran proyek yang terkelola dengan baik dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli 

Daerah) melalui pajak dan retribusi serta terbukanya peluang kerja dan peluang berusaha 
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bagi masyarakat sehingga memberikan manfaat ekonomi, tetapi tetap aman bagi 

lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

 Mendapatkan informasi lingkungan yang lengkap yang dapat menjadi alat kendali 

pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan proyek terutama sebagai bagian dari 

upaya melaksanakan pengelolaan lingkungan kawasan sehingga tercipta suasana 

lingkungan yang nyaman bagi masyarakat di sekitar proyek. 

 Mendapatkan informasi lingkungan yang lengkap yang dapat menjadi acuan penyusunan 

perencanaan pembangunan daerah dan penataan tata ruang kawasan dengan 

memperhatikan daya dukung lingkungan kawasan, sehingga selain mendapatkan manfaat 

ekonomi, tetapi juga mendapatkan tata kehidupan masyarakat yang serasi dengan 

lingkungan hidupnya.  

Pemerintah daerah tetap dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pembangunan 

secara optimal, yang menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat di 

Kabupaten Solok Selatan. Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengelola lingkungan 

hidup proyek dan sekitarnya dengan cara mengelola lingkungan hidup di masing-masing proyek 

kegiatan dengan sebaik-baiknya (think globally, act locally). 

1.3.3 Bagi Kepentingan Masyarakat 

Pelaksanaan RKL secara baik, konsisten dan berkesinambungan akan memberikan manfaat 

bagi masyarakat sebagai berikut:  

 Dengan adanya pengelolaan lingkungan yang baik dan konsisten, maka masyarakat 

senantiasa merasa tetap terjamin keselamatan, kenyamanan dan kualitas lingkungan 

hidupnya agar dapat melaksanakan kehidupannya sehari-hari dalam suasana aman dan 

nyaman. 

 Dengan adanya Program CSR (Corporate Social Responsibility), masyarakat merasa 

mendapatkan perhatian dari proyek dan sekaligus memperoleh harapan kehidupan yang 

lebih baik guna melepaskan diri dari belenggu kehidupan masyarakat marginal. 

 Mendapatkan informasi lingkungan yang lengkap dari hasil pengelolaan lingkungan yang 

baik dan konsisten, sehingga masyarakat senantiasa merasa tetap terjamin keselamatan, 

kenyaman dan kualitas lingkungan hidupnya untuk dapat melaksanakan kehidupannya 

sehari-hari dalam suasana nyaman. 

 Mendapatkan informasi yang lengkap tentang sistem pengelolaan CSR yang melibatkan 

perusahaan, masyarakat dan pemerintah, sehingga masyarakat merasa mendapatkan 

perhatian dari proyek dan sekaligus memperoleh harapan kehidupan yang lebih baik guna 

melepaskan diri dari belenggu kehidupan masyarakat marginal. 
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Dengan pelaksanaan RKL-RPL secara baik, maka masyarakat senantiasa akan merasa aman 

dan nyaman karena tetap terjaminnya keselarasan hubungan antara masyarakat dengan 

lingkungan hidupnya. Selain itu kehadiran CSR dari proyek akan dapat memberikan harapan 

baru bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek untuk dapat memperbaiki kehidupannya. 
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BAB II  

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

Rencana kegiatan dan komponen kegiatan proyek pengembangan PLTP Muara Laboh dapat 

menimbulkan dampak penting apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk mencegah 

kemungkinan timbulnya dampak penting tersebut maka perlu dilakukan pengelolaan 

lingkungan. Rencana pengelolaan lingkungan PT SEML dilakukan dengan berbagai 

pendekatan, antara lain pendekatan teknologi, sosial ekonomi, institusi atau dengan kombinasi. 

Perusahaan memiliki komitmen tinggi dalam pengelolaan lingkungan.  

Dalam upaya mencapai kelayakan lingkungan, Perusahaan  tetap memperhatikan kelayakan 

teknis dan ekonomi. Rencana pengelolaan lingkungan hidup  dilaksanakan untuk mencegah 

dan mengatasi dampak penting terhadap komponen lingkungan fisik-kimia, biologi, sosial, 

ekonomi dan budaya  serta kesehatan masyarakat. 

2.1 TAHAP PRA-KONSTRUKSI 

2.1.1 Komponen Sosial-Ekonomi Budaya 

2.1.1.1 Kepemilikan dan Penguasaan Lahan 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan kepemilikan dan penguasaan lahan. 

b. Sumber Dampak 

 Sumber dampak berasal dari pembebasan lahan dimana sebagian besar lahan telah 

dibebaskan pada tahap eksplorasi.  

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Indikator keberhasilan pengelolaan adalah perubahan kepemilikan dan penguasaan 

lahan sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat.   

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya:   

 Melakukan sosialiasi rencana pembebasan lahan dengan mengacu kepada Peraturan 

Presiden No. 36 Tahun 2005.   

 Melakukan pembebasan lahan secara bijak dan berkeadilan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku terutama terhadap proses ganti rugi lahan dan tanaman produktif 

masyarakat.  

 Mempertimbangkan aspirasi masyarakat adat terkait pembebasan lahan dengan 

pemilik lahan, pemerintah kecamatan, Nagari dan KAN serta Niniak Mamak. 
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e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 

f. Waktu dan Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap pra- 

konstruksi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Pemerintah Kecamatan Pauh Duo.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Badan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Badan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.1.1.2 Persepsi Masyarakat 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Dampak yang terjadi adalah munculnya persepsi negatif masyarakat pada tahap pra- 

konstruksi.   

b. Sumber Dampak 

 Sumber dampak berasal dari pembebasan lahan dimana sebagian besar lahan telah 

dibebaskan pada tahap eksplorasi. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup yaitu berkurangnya persepsi 

negatif terhadap pembebasan lahan.   

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya:   

 Melakukan identifikasi kepemilikan lahan yang akan dibebaskan. 
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 Melakukan pembebasan lahan kepada pemilik lahan secara langsung melalui proses 

negosiasi dengan membayar kompensasi upah garap sawah dan kebun/ladang yang 

diketahui oleh Wali Jorong, Wali Nagari, Niniak Mamak, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh 

Duo Nan Batigo.  

 Menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat terkait dengan pembebasan lahan. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap pra- 

konstruksi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh 

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Pemerintah Kecamatan Pauh Duo.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Badan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Badan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

 

2.2 TAHAP KONSTRUKSI 

2.2.1 Komponen Fisik-Kimia 

2.2.1.1 Kualitas Udara Ambien 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan kualitas udara. 

b. Sumber Dampak 

 Pemboran sumur produksi, sumur injeksi, uji sumur produksi dan pembuatan PLTP. 
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c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Kualitas udara berasal dari emisi fugitive dan dispersi TSP memenuhi baku mutu 

ambien TSP sesuai dengan PP No.41 Tahun 1999 (Baku Mutu TSP ambien < 230 

µg/Nm
3
). 

 Emisi gas H2S memenuhi baku mutu sesuai PERMENLH No. 21 Tahun 2008 tentang 

Baku Mutu Emisi H2S (< 35 mg/Nm
3
). 

 Tingkat kebauan memenuhi baku mutu H2S sesuai KEPMENLH No. 50 Tahun 1996 

(Baku Tingkat Kebauan H2S < 28 µg/Nm
3
). 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya 

 Mengamankan lokasi sumur dan membatasi zona aman untuk penduduk sekitar sesuai 

dengan SOP PT SEML. 

 Pekerja yang bekerja di sekitar lokasi sumur harus dilengkapi dengan perlengkapan 

keselamatan pekerja. 

 Pada lokasi-lokasi uji produksi akan dipasang alat sistem pemantau H2S. 

 Pemeliharaan kendaraan konstruksi. 

 Memperlambat laju kendaraan angkut dengan kecepatan maksimum 30 km/jam. 

 Pada musim kemarau dilakukan penyiram jalan secara teratur. 

 Mengurangi emisi H2S dengan pendekatan tekno-ekonomi-lingkungan. 

 Pemasangan pipa mengikuti jalur patahan untuk mencegah terjadinya pipa patah, kalau 

terjadi pergeseran tanah. 

 Pemasangan tanda-tanda Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan 

(K3LL) sesuai dengan SOP 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di lokasi pemboran sumur dan uji produksi. 

 Di lokasi pemukiman penduduk jalan akses masuk proyek. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

konstruksi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 



RKL-RPL Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Muara Laboh 250 MW 

 

PT Supreme Energy Muara Laboh 

II-5 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.2.1.2 Kebisingan 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Dampak yang terjadi adalah perubahan tingkat kebisingan. 

b. Sumber Dampak 

 Pemboran sumur produksi, sumur injeksi dan uji sumur produksi. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu permukiman penduduk < 55 dB(A) dan 

industri <70 dB(A) berdasarkan KEPMENLH No. 48 Tahun 1996.   

 Khusus tenaga kerja proyek, wajib memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) lingkungan 

kerja sesuai SE Menaker No. 01/MEN/ 97 (NAB Lingkungan kerja < 85 dB(A)). 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya: 

 Melakukan penyuluhan terhadap penduduk terdekat. 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Menetapkan area buffer zone bising. 

 Pemasangan rock muffler untuk meredam bising saat uji produksi 

 Pemakaian alat pelindung pendengaran bagi pekerja di sekitar lokasi uji produksi. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Pada lokasi sumur-sumur yang terdekat dengan pemukiman penduduk. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

konstruksi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  
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2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.2.1.3 Erosi dan Sedimentasi 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan erosi dan sedimentasi. 

b. Sumber Dampak 

 Penyiapan lahan. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Laju erosi terkendali sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi dan 

Rehabilitasi Kementerian Kehutanan No. 041/Kpts/V/1998 (<15 ton/ha/tahun). 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Mengendalikan aliran permukaan yang berasal dari hujan, misalnya membuat parit 

untuk mengarahkan aliran air hujan menuju catch pond. 

 Mengendalikan erosi secara teknis dan vegetatif, misalnya dengan melakukan 

penanaman pohon tegak lurus aliran atau sejajar kontur atau pada area terbuka yang 

rawan erosi. 

 Sedapat mungkin melakukan pekerjaan tanah saat musim kemarau. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Area rawan erosi di segmen jalan akses, area tapak sumur dan area PLTP. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

konstruksi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  
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2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.2.1.4 Laju Limpasan Air Permukaan 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan laju limpasan air permukaan. 

b. Sumber Dampak 

 Penyiapan lahan. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Mengendalikan laju erosi <15 ton/ha/tahun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal 

Reboisasi dan Rehabilitasi Kementerian Kehutanan No. 041/Kpts/V/1998.  

 Mengendalikan muatan sedimen masuk ke sungai <50 mg/L sesuai PP No. 82 Tahun 

2001. 

 Mengendalikan kadar TSS di sungai = Rona awal TSS Sungai Liki yakni 4 mg/L dan 

maksimum < 50 mg/L sesuai PP No. 82 Tahun 2001. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Mengendalikan aliran permukaan yang berasal dari hujan, misalnya membuat parit 

untuk mengarahkan aliran air hujan menuju catch pond. 

 Mengendalikan erosi secara teknis dan vegetatif, misalnya dengan melakukan 

penanaman pohon tegak lurus aliran atau sejajar kontur atau pada area terbuka yang 

rawan erosi. 

 Sedapat mungkin melakukan pekerjaan tanah saat musim kemarau. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Area tapak proyek PLTP. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

konstruksi. 
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g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.2.1.5 Kualitas Air Permukaan 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan kualitas air permukaan. 

b. Sumber Dampak 

 Penyiapan lahan, pemboran sumur produksi, sumur injeksi dan uji sumur produksi. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Terkendalinya kadar TSS di sungai = Rona awal TSS Sungai Liki yakni 4 mg/L dan 

maksimum < 50 mg/L sesuai PP No. 82 Tahun 2001. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Mengendalikan aliran permukaan yang berasal dari hujan, misalnya membuat parit 

untuk mengarahkan aliran air hujan menuju catch pond. 

 Mengendalikan erosi secara teknis dan engineering serta vegetasi, misalnya dengan 

melakukan penanaman pohon tegak lurus aliran atau sejajar kontur atau pada area 

terbuka yang rawan erosi. 

 Sedapat mungkin melakukan pekerjaan tanah saat musim kemarau. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Area tapak proyek PLTP. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

konstruksi.  
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g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.2.2 Komponen Biologi 

2.2.2.1 Flora dan Fauna Darat 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Gangguan terhadap flora dan fauna darat. 

b. Sumber Dampak 

 Penyiapan lahan.  

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Terbukanya lahan sesuai dengan kebutuhan. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Meminimalkan area terbuka tanpa vegetasi.  

 Membuka lahan secara bertahap sesuai dengan rencana kegiatan. 

 Merelokasi keberadaan flora yang dilindungi yang berada disekitar tapak proyek. 

 Melakukan revegetasi dengan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah dan 

iklim setempat pada lahan kosong seperti jenis jambu-jambuan dan jenis-jenis Ficus sp 

serta rumput-rumputan. 

 Penghijauan daerah kegiatan dengan menggunakan jenis-jenis tumbuhan yang menjadi 

sumber pakan satwa. 

 Melarang adanya kegiatan perburuan dan penangkapan satwa serta pengambilan flora 

yang dilindungi. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan pada area yang terganggu. 
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f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

konstruksi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Kehutanan Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Kehutanan Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.2.2.2 Biota Air 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Gangguan terhadap biota air. 

b. Sumber Dampak 

 Penyiapan lahan, pemboran sumur produksi, sumur injeksi, dan uji sumur produksi. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Perubahan komposisi biota air di sungai pada lahan yang dibuka. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Upaya meminimalkan gangguan terhadap biota air adalah melalui pengendalian erosi 

tanah dan sedimentasi (seperti dikemukakan pada bagian 2.2.1.3), pengelolaan laju 

limpasan air pemukaan (seperti dikemukakan pada bagian 2.2.1.4). dan pengelolaan 

kualitas air permukaan (seperti dikemukakan pada bagian 2.2.1.5). 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Area tapak proyek PLTP. 
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f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

konstruksi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.2.3 Komponen Sosial-Ekonomi Budaya 

2.2.3.1 Kesempatan Kerja 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Terbukanya kesempatan kerja. 

b. Sumber Dampak 

 Kegiatan penerimaan tenaga kerja.  

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Jumlah dan proporsi tenaga kerja lokal yang dapat diserap oleh kegiatan tahap 

konstruksi. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya: 

 Penyampaian informasi tentang keberadaan lowongan kerja dan kualifikasi kebutuhan 

tenaga kerja untuk pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan PLTP Muara Laboh 

kepada jorong di Nagari Alam Pauh Duo, Pau Duo Nan Batigo dan sekitarnya 

 Seleksi calon tenaga kerja dan penerimaan tenaga kerja sesuai dengan formasi yang 

telah ditetapkan dengan memprioritaskan tenaga kerja Nagari Alam Pauh Duo, Pau 

Duo Nan Batigo dan sekitarnya.  

 Program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk dipekerjakan pada PLTP Muara 

Laboh maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
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e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

konstruksi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.2.3.2 Kesempatan Berusaha 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Terbukanya kesempatan berusaha. 

b. Sumber Dampak 

 Penerimaan Tenaga Kerja. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Jumlah dan proporsi usaha lokal yang dapat diserap pada tahap konstruksi kegiatan. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya: 

 Memfasilitasi dan membantu penduduk di Nagari Alam Pauh Duo, Pauh Duo Nan 

Batigo dan sekitarnya untuk mendirikan usaha baru melalui program CSR.  

 Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta kegiatan 

pemberdayaan masyarakat bagi penduduk di Nagari Alam Pauh Duo, Pauh Duo Nan 

Batigo dan sekitarnya.  
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 Melakukan pelatihan tenaga kerja dalam bidang industri yang menyerap banyak tenaga 

kerja (Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional), 

khususnya pelatihan dalam bidang industri kreatif seperti kerajinan (handicrafts), seni 

pertunjukan, permainan interaktif dan lain-lain.  

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 

f. Waktu dan Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

konstruksi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.2.3.3 Pendapatan Masyarakat 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan pendapatan masyarakat. 

b. Sumber Dampak 

 Kegiatan penerimaan tenaga kerja. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Sumber pendapatan rumah tangga yang berasal dari luar sektor pertanian. 

 Rata-rata tingkat pengeluaran rumah tangga.  

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya: 
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 Penetapan tingkat upah/gaji sesuai dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak). 

 Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.  

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

konstruksi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.2.3.4 Nilai dan Norma Sosial 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan nilai dan norma sosial yang berasal dari kegiatan penerimaan tenaga kerja 

konstruksi. 

b. Sumber Dampak 

 Kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Perusahaan dengan 

memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal yang bersentuhan langsung dengan 

proyek pembangunan PLTP.  

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya: 
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 Mensosialisasikan penerimaan tenaga kerja sesuai dengan prinsip nilai kejujuran, 

terbuka berkeadilan. 

 Menjalankan dan menerapkan penerimaan tenaga kerja berdasarkan standar dan 

ketentuan yang berlaku di Perusahaan.  

 Menjalankan komitmen penerimaan tenaga kerja berasal dari daerah yang bersentuhan 

langsung kegiatan pembangunan PLTP.      

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap konstruksi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.2.3.5 Persepsi Masyarakat 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan persepsi masyarakat. 

b. Sumber Dampak 

 Kegiatan pelepasan/pemutusan tenaga kerja pada tahap konstruksi dari kegiatan 

pembangunan PLTP.   

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Berkurangnya persepsi negatif terhadap kegiatan penerimaan tenaga kerja di tahap 

konstruksi. 
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d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya:   

 Memberikan pelatihan keterampilan kerja yang cukup kepada tenaga kerja selama 

mereka bekerja di proyek PLTP, sehingga pada waktu diberhentikan siap dan dapat 

bersaing dalam mendapatkan pekerjaan baru. 

 Memberikan dan menyediakan informasi peluang kerja kepada pekerja yang 

diberhentikan karena berakhirnya kegiatan konstruksi pembangkit listrik tenaga panas 

bumi. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

konstruksi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas  :  

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Solok Selatan.  

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Solok Selatan.  

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.2.4 Komponen Kesehatan Masyarakat 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Dampak penting yang dikelola adalah gangguan kesehatan masyarakat/penurunan 

status kesehatan masyarakat. 

b. Sumber Dampak 

 Sumber dampak berasal dari kegiatan pemboran sumur produksi, sumur injeksi, uji 

sumur produksi, dan pemeliharaan sumur dan konstruksi PLTP.  
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c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Tidak terjadinya peningkatan kejadian penyakit berbasis lingkungan dan tidak terjadinya 

perubahan pola penyakit. Masyarakat masih dapat memanfaatkan sumber daya air untuk 

kebutuhan sehari-hari dan kemudahan akses pelayanan kesehatan masyarakat sekitar 

lokasi proyek. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya:    

 Menyediakan fasilitas sanitasi yang layak dan sehat seperti jamban, WC dan tempat 

sampah di sekitar area proyek. 

 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan lingkungan melalui 

penyuluhan secara langsung dan tak langsung. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Selama tahap konstruksi berlangsung. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana : PT. Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas  :  

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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2.3 TAHAP OPERASI 

2.3.1 Komponen Fisik-Kimia 

2.3.1.1 Kualitas Udara Ambien 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan kualitas udara. 

b. Sumber Dampak 

 Pemboran sumur produksi, sumur injeksi, uji sumur produksi dan emisi serta dispersi 

dari stack cooling tower saat operasi PLTP. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Kualitas udara yang berasal dari emisi fugitive dan dispersi TSP memenuhi baku Mutu 

ambien TSP sesuai dengan PP No. 41 Tahun 1999 (Baku Mutu TSP ambient < 230 

µg/Nm
3
) 

 Emisi gas H2S memenuhi Baku Mutu sesuai PERMENLH No. 21 Tahun 2008 tentang 

Baku Mutu Emisi H2S (< 35 mg/Nm
3
) 

 Tingkat kebauan memenuhi baku mutu H2S sesuai KEPMENLH No. 50 Tahun 1996 

(Baku Tingkat Kebauan H2S < 28 µg/Nm
3
), sedangkan batas minimal indera penciuman 

manusia mulai dapat mencium bau gas H2S adalah 181 µg/Nm
3
. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Mengamankan lokasi sumur dan membatasi zona aman untuk penduduk sekitar. 

 Pekerja yang bekerja di sekitar lokasi sumur harus dilengkapi dengan perlengkapan 

keselamatan  pekerja. 

 Pada lokasi uji produksi akan dipasang alat sistem pemantau H2S. 

 Pada musim kemarau menyirami jalan secara teratur. 

 Mengurangi emisi H2S dengan pendekatan teknologi, selama layak tekno-ekonomi-

lingkungan. 

 Pemasangan tanda-tanda Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan 

(K3LL)  sesuai dengan SOP 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Lokasi pengelolaan lingkungan hidup dilakukan pada: 

 Lokasi pemboran sumur dan uji produksi, 

 Lokasi pemukiman penduduk jalan akses masuk proyek. 
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f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.3.1.2 Kebisingan 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan tingkat kebisingan. 

b. Sumber Dampak 

 Pemboran sumur produksi dan sumur injeksi, uji sumur produksi, serta pengoperasian 

PLTP. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu permukiman penduduk < 55 dB(A) dan 

industri < 70 dB(A) berdasarkan Kepmen LH No. 48 tahun 1996.   

 Khusus tenaga kerja proyek, wajib memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) lingkungan 

kerja sesuai SE Menaker No. 01/MEN/ 97 (NAB Lingkungan kerja < 85 dB(A)). 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Menetapkan area buffer zone bising. 

 Pemakaian alat pelindung pendengaran bagi pekerja disekitar lokasi uji produksi. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Pengukuran tingkat kebisingan pada pemukiman penduduk jalan masuk proyek. 

 Pengukuran tingkat kebisingan di lingkungan kerja pada lokasi PLTP dan tapak sumur 

yang terdekat dengan pemukiman penduduk. 
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f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.3.1.3 Kualitas Air Permukaan 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan kualitas air permukaan. 

b. Sumber Dampak 

 Pemboran sumur produksi, sumur injeksi, uji sumur produksi dan operasi turbin dan 

kondensat. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Terkendalinya kadar TSS di sungai = Rona awal TSS Sungai Liki yakni 4 mg/L dan 

maksimum < 50 mg/L sesuai PP No. 82 Tahun 2001. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Mengendalikan aliran permukaan yang berasal dari hujan, misalnya membuat parit 

untuk mengarahkan aliran air hujan menuju catch pond. 

 Mengendalikan erosi secara teknis dan vegetatif, misalnya dengan melakukan 

penanaman pohon tegak lurus aliran atau sejajar kontur atau pada area terbuka yang 

rawan erosi. 

 Sedapat mungkin melakukan pekerjaan tanah saat musim kemarau. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Area tapak proyek PLTP. 
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f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.3.2 Komponen Biologi 

2.3.2.1 Biota Air 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Gangguan terhadap biota air. 

b. Sumber Dampak 

 Pemboran sumur produksi, sumur injeksi, uji sumur produksi serta operasi dan 

pemeliharaan PLTP dan sumur. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Untuk mengurangi dampak terhadap perubahan komposisi biota air. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Upaya meminimalkan gangguan terhadap biota air adalah melalui pengendalian 

terhadap kualitas air permukaan (seperti dikemukakan pada bagian 2.3.1.3). 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Area tapak proyek PLTP. 

f. Waktu dan Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Selama tahap operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  
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2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.3.3 Komponen Sosial-Ekonomi Budaya 

2.3.3.1 Kesempatan Kerja 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Terbukanya kesempatan kerja. 

 Tumbuhnya kegiatan ekonomi sektor kecil dan menengah 

 Meningkatnya pendapatan masyarakat 

b. Sumber Dampak 

 Penerimaan tenaga kerja. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Jumlah dan proporsi tenaga kerja lokal yang dapat diserap pada tahap operasi 

kegiatan. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya: 

 Penyampaian informasi tentang keberadaan lowongan kerja dan kualifikasi kebutuhan 

tenaga kerja untuk pelaksanaan operasional PLTP kepada semua Jorong di Nagari 

Alam Pauh Duo, Pauh Duo Nan Batigo dan sekitarnya.  

 Seleksi calon tenaga kerja dan penerimaan tenaga kerja sesuai dengan formasi yang 

telah ditetapkan dengan memprioritaskan tenaga kerja di Nagari Alam Pauh Duo, Pauh 

Duo Nan Batigo dan sekitarnya.  

 Program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk pekerja pada PLTP maupun 

kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 
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f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) 

2.3.3.2 Kesempatan Berusaha 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Terbukanya kesempatan berusaha. 

b. Sumber Dampak 

 Kegiatan penerimaan tenaga kerja 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Jumlah dan proporsi usaha lokal yang dapat diserap pada tahap operasi kegiatan. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya: 

 Memfasilitasi dan membantu penduduk di Nagari Alam Pauh Duo, Pauh Duo Nan 

Batigo dan sekitarnya untuk mendirikan usaha baru melalui program CSR.  

 Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta kegiatan 

pemberdayaan masyarakat bagi penduduk di Nagari Alam Pauh Duo, Pauh Duo Nan 

Batigo dan sekitarnya.  

 Melakukan pelatihan tenaga kerja dalam bidang industri yang menyerap banyak tenaga 

kerja (Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional), 

khususnya pelatihan dalam bidang industri kreatif seperti kerajinan (handicrafts), seni 

pertunjukan, permainan interaktif dan lain-lain. 
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 Pemanfaatan dana CSR kepada masyarakat diatur lebih lanjut dalam kesepakatan 

antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.3.3.3 Pendapatan Masyarakat 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan pendapatan masyarakat (tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakaat sektor 

usaha kecil dan menengah). 

b. Sumber Dampak 

 Penerimaan tenaga kerja. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Peningkatan pendapatan masyarakat lokal terhadap kegiatan peningkatan tenaga kerja 

di tahap operasi. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya: 
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 Penetapan tingkat upah/gaji sesuai dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak). 

 Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh 

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.3.3.4 Nilai dan Norma Sosial 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan nilai dan norma sosial yang berasal dari kegiatan penerimaan tenaga kerja 

operasi. 

b. Sumber Dampak 

 Kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi.  

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Perusahaan untuk 

memprioritaskan penerimaan tenaga kerja setempat dari jorong dan nagari yang 

bersentuhan langsung dengan proyek pembangunan PLTP.  
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d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi diantaranya : 

 Mensosialisasikan penerimaan tenaga kerja sesuai dengan prinsip nilai kejujuran, dan 

terbuka berkeadilan. 

 Menjalankan dan menerapkan penerimaan tenaga kerja berdasarkan standar dan 

ketentuan yang berlaku di Perusahaan. 

 Menjalankan komitmen penerimaan tenaga kerja berasal dari daerah yang bersentuhan 

langsung kegiatan proyek pembangunan PLTP.     

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.3.3.5 Persepsi Masyarakat 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan persepsi masyarakat. 

b. Sumber Dampak 

 Penerimaan tenaga kerja. 
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c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Berkurangnya persepsi negatif terhadap kegiatan penerimaan tenaga kerja pada tahap 

operasi. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya: 

 Memberikan pelatihan keterampilan kepada tenaga kerja yang diberhentikan untuk 

dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. 

 Memberikan dan menyediakan informasi peluang kerja kepada pekerja yang 

diberhentikan karena berakhirnya kegiatan PLTP. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.  

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh 

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.3.4 Komponen Kesehatan Masyarakat 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Gangguan kesehatan masyarakat/penurunan status kesehatan masyarakat. 
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b. Sumber Dampak 

 Pemboran sumur produksi dan injeksi, uji sumur produksi serta pengoperasian dan 

pemeliharaan sumur dan PLTP. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Parameter yang dipantau adalah jenis penyakit berbasis lingkungan yang 

meninmbulkan  infeksi yang berkaitan dengan dampak penurunan kualitas lingkungan. 

 Cakupan sarana sanitasi lingkungan seperti penyediaan air bersih, jamban, rumah 

sehat, dan pengelolaan sampah. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Menyediakan fasilitas sanitasi yang layak dan sehat seperti jamban, WC dan tempat 

sampah di sekitar area proyek. 

 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan lingkungan melalui 

penyuluhan secara langsung dan tak langsung. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas  :  

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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2.4 TAHAP PASCA OPERASI 

2.4.1 Komponen Fisik-Kimia 

2.4.1.1 Erosi dan Sedimentasi 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan erosi dan sedimentasi. 

b. Sumber Dampak 

 Rehabilitasi/revegetasi lahan. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Laju erosi terkendali sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi dan 

Rehabilitasi Kementrian Kehutanan No.041/Kpts/V/1998 (< 15 ton/ha/tahun). 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Mengendalikan erosi secara teknis dan vegetatif. Misalnya dengan melakukan 

penanaman pohon tegak lurus aliran atau sejajar kontur atau pada area terbuka yang 

rawan erosi. 

 Melanjutkan pengelolaan erosi dan sedimentasi yang telah dilaksanakan pada tahap 

konstruksi dan operasi. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Area rawan erosi di segmen jalan akses, area tapak sumur dan area PLTP yang telah 

selesai digunakan.  

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap pasca operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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2.4.1.2 Laju Limpasan Air Permukaan 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan laju limpasan air permukaan. 

b. Sumber Dampak 

 Kegiatan rehabilitasi/revegetasi lahan. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Terkendalinya muatan sedimen yang masuk ke sungai sesuai PP No. 82 Tahun 2001 

(<50 mg/L). 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Mengendalikan erosi secara teknis dan vegetatif. Misalnya dengan melakukan 

penanaman pohon tegak lurus aliran atau sejajar kontur atau pada area terbuka yang 

rawan erosi, 

 Melanjutkan pengelolaan erosi dan sedimentasi yang telah dilaksanakan pada tahap 

konstruksi dan operasi. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Area rawan erosi di lokasi bekas segmen jalan akses, area tapak sumur dan area PLTP 

yang telah selesai digunakan. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap pasca 

operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh 

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan SumberDaya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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2.4.1.3 Kualitas Air Permukaan 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan kualitas air permukaan. 

b. Sumber Dampak 

 Kegiatan rehabilitasi/revegetasi lahan. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Terkendalinya kadar TSS di sungai = Rona awal TSS Sungai Liki yakni 4 mg/L dan 

maksimum < 50 mg/L sesuai PP No. 82 Tahun 2001. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Mengendalikan erosi secara teknis dan vegetatif, misalnya dengan melakukan 

penanaman pohon tegak lurus aliran atau sejajar kontur atau pada area terbuka yang 

rawan erosi. 

 Melanjutkan pengelolaan erosi dan sedimentasi yang telah dilaksanakan pada tahap 

konstruksi dan operasi. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Area rawan erosi di lokasi bekas segmen jalan akses, area tapak sumur dan area PLTP 

yang telah selesai digunakan. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap pasca 

operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup kab Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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2.4.2 Komponen Biologi 

2.4.2.1 Flora dan Fauna Darat 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Peningkatan flora dan fauna. 

b. Sumber Dampak 

 Rehabilitasi/revegetasi lahan. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Luas area yang direvegetasi,  

 Jenis flora/vegetasi yang ditanam,dan  

 Tingkat keberhasilan tumbuh tanaman revegetasi,  

 Keberadaan flora yang dilindungi dengan mengacu pada PP. No. 07 Tahun1999. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Melakukan revegetasi dengan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah dan 

iklim setempat pada lahan kosong seperti jenis jambu-jambuan dan jenis-jenis Ficus sp 

serta rumput-rumputan. 

 Penghijauan daerah kegiatan dengan menggunakan jenis-jenis tumbuhan yang menjadi 

sumber pakan satwa. 

 Melarang adanya kegiatan perburuan dan penangkapan satwa serta pengambilan flora 

yang dilindungi. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Pemantauan dilakukan pada seluruh area yang dilakukan rehabilitasi/revegetasi. 

f. Waktu dan Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap pasca 

operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 
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3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.4.2.2 Biota Air 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Gangguan terhadap biota air. 

b. Sumber Dampak 

 Kegiatan rehabilitasi/revegetasi lahan. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Perubahan komposisi biota air. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

 Upaya meminimalkan gangguan terhadap biota air adalah melalui pengendalian erosi 

tanah dan sedimentasi, pengelolaan laju limpasan air pemukaan dan pengelolaan 

kualitas air permukaan.  

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Area rawan erosi di lokasi bekas segmen jalan akses, area tapak sumur dan area PLTP 

yang telah selesai digunakan. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap pasca 

operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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2.4.3 Komponen Sosial-Ekonomi Budaya 

2.4.3.1 Kesempatan Kerja 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Hilangnya kesempatan kerja. 

b. Sumber Dampak 

 Kegiatan pelepasan tenaga kerja operasi. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Jumlah dan proporsi pengangguran akibat dari hilangnya pekerjaan pada kegiatan 

proyek. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya: 

 Sosialisasi kepada pekerja mengenai rencana penutupan proyek. 

 Mensosialisasi rencana pelepasan tenaga kerja. 

 Memberikan kompensasi yang layak kepada pekerja sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.  

 Sosialisasi kepada masyarakat mengenai berakhirnya kegiatan proyek. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap pasca 

operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  
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 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) 

2.4.3.2 Kesempatan Berusaha 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Hilangnya kesempatan berusaha. 

b. Sumber Dampak 

 Kegiatan pelepasan tenaga kerja operasi. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Jumlah dan proporsi usaha yang berkurang pada tahap pasca-operasi kegiatan. 

 Nilai kompensasi yang diberikan akibat pengurangan tenaga kerja pada kegiatan 

proyek sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan yang berlaku. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya: 

 Sosialisasi kepada pekerja mengenai rencana penutupan proyek;  

 Mensosialisasikan rencana pelepasan tenaga kerja; 

 Memberikan kompensasi yang layak kepada pekerja sesuai dengan peraturan yang 

berlaku; dan 

 Sosialisasi kepada masyarakat mengenai berakhirnya kegiatan proyek. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap pasca 

operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 
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3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.4.3.3 Pendapatan Masyarakat 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan pendapatan masyarakat (menurunnya pendapatan masyarakat akibat 

pelepasan tenaga kerja) 

b. Sumber Dampak  

 Pelepasan tenaga kerja operasi (kompensasi yang diberikan akibat pengurangan 

tenaga kerja pada kegiatan proyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku) 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan 

 Pengurangan pendapatan masyarakat lokal terhadap kegiatan pelepasan tenaga kerja 

di tahap pasca operasi.  

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya: 

 Sosialisasi kepada pekerja mengenai rencana penutupan proyek. 

 Mensosialisasikan rencana pelepasan tenaga kerja. 

 Memberikan kompensasi yang layak kepada pekerja sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

 Sosialisasi kepada masyarakat mengenai berakhirnya kegiatan proyek. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 

f. Waktu dan Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap pasca 

operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  
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2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

2.4.3.4 Persepsi Masyarakat 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Perubahan persepsi masyarakat. 

b. Sumber Dampak 

 Pelepasan tenaga kerja operasi. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Berkurangnya persepsi negatif terhadap pelepasan tenaga kerja operasi. 

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan sosial ekonomi, diantaranya: 

 Sosialisasi kepada pekerja mengenai rencana penutupan proyek. 

 Mensosialisasikan rencana pelepasan tenaga kerja. 

 Memberikan kompensasi yang layak kepada pekerja sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

 Sosialisasi kepada masyarakat mengenai berakhirnya kegiatan proyek. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan yang termasuk Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Periode pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan selama kegiatan tahap 

pasca-operasi. 

 



RKL-RPL Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Muara Laboh 250 MW 

 

PT Supreme Energy Muara Laboh 

II-38 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) 

 

2.5 PENGELOLAAN DAMPAK LAINNYA 

a. Dampak Lingkungan yang Akan Dikelola 

 Logam-logam berat, bahan berbahaya dan beracun.  

b. Sumber Dampak 

 Sumur-sumur bor, sump pit, sumur-sumur produksi (selama uji produksi) yang 

berpotensi menghasilkan limbah bahan berbahaya beracun (B3) maupun non-B3. 

c. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Memenuhi   baku mutu kualitas air  limbah yang berlaku. 

 Memenuhi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 045 Tahun 2006 

tentang Persyaratan dalam Pegelolaan Lumpur Bor. 

 Memenuhi ketentuan-ketentuan pengelolaan B3 yang berlaku (Peraturan Pemerintah 

No. 18 Tahun 1999 dan peraturan pemerintah No. 85 Tahun 1999).  

d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan untuk mencegah atau 

menanggulangi dampak yang akan terjadi melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

Limbah Padat Domestik:  

 Membuang limbah padat di TPA (tempat pembuangan akhir).  

Limbah Cair: 

 Mengolah limbah cair domestik dari seluruh aktivitas di wilayah proyek di Instalasi 

Pengolahan Limbah Cair Domestik. 
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 Kondensat dan brine yang dihasilkan selama uji produksi dan operasional PLTP akan 

diinjeksikan ke dalam sumur reinjeksi. 

 Membangun sump pit yang dilapisi lapisan kedap air. Air yang dikumpulkan di sump pit 

digunakan di proses pengeboran sebagai komponen lumpur bor, setelah itu 

dikembalikan ke dalam sumur. 

Limbah B3:  

 Serpihan-serpihan di dalam lumpur bor ditampung di dalam sump pit.  

 Lumpur bor akhir ditampung di dalam sump pit. 

 Melakukan pemanfaatan lumpur bor (drilling cutting) setelah proses izin pemanfaatan 

didapat dari instansi yang berwenang. 

 Memastikan bahwa peralatan  dan bahan yang dibeli  oleh PT SEML tidak mengandung 

PCB, asbestos, ODS (ozone depleting substances) dan bahan  lainnya yang dilarang 

untuk digunakan sesuai peraturan yang berlaku. 

 Menetralkan air aki dan menyimpan aki (lead acid batteries) bekas dengan aman. 

 Mengumpulkan minyak bekas dan menampungnya ke dalam drum dan 

menyerahkannya kepada perusahaan pengelola limbah B3 yang terdaftar untuk 

dikelola lebih lanjut. 

 Memasang pelapis sekunder (secondary containment) di sekitar bahan-bahan yang 

mudah terbakar dan berbahaya sesuai kebutuhan. 

 Secara berkala memberikan pelatihan kepada karyawan dalam penanganan limbah B3. 

e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Tempat-tempat penyimpanan sementara limbah B3. 

 Instalasi Pengolahan Limbah Cair Domestik. 

 TPA limbah non-B3. 

 Tapak-tapak sumur. 

f. Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap konstruksi sampai tahap pasca operasi. 

g. Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).  
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3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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Tabel II-1 Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Muara Laboh 250 MW oleh PT Supreme Energy Muara Laboh 

No 
Dampak 

Lingkungan yang 
Dikelola 

Sumber Dampak Indikator/Parameter Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Lokasi Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

A Tahap Pra Konstruksi 

1. Perubahan 
kepemilikan dan 
penguasaan lahan 

Kegiatan pembebasan 
lahan dimana sebagian 
besar lahan telah 
dibebaskan pada tahap 
eksplorasi 

Perubahan kepemilikan 
dan penguasaan lahan 
tidak menimbulkan konflik 
di masyarakat   

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya :   

 Melakukan sosialiasi rencana 
pembebasan lahan dengan mengacu 
kepada Peraturan Presiden No.36 
Tahun 2005.   

 Melakukan pembebasan lahan 
secara bijak dan berkeadilan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku 
terutama terhadap proses ganti rugi 
lahan dan tanaman produktif 
masyarakat.  

 Mempertimbangkan aspirasi 
masyarakat adat terkait pembebasan 
lahan dengan  pemilik lahan, 
pemerintah kecamatan, Nagari dan 
KAN serta Niniak Mamak. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Nagari Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo, 
Kecamatan Pauh Duo, 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

Pada tahap pra-
konstruksi 

 

 PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Pemerintah 
Kecamatan Pauh 
Duo.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Badan Pertanahan 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Badan Pertanahan 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 

2. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

Kegiatan pembebasan 
lahan dimana sebagian 
besar lahan telah 
dibebaskan pada tahap 
eksplorasi 

Berkurangnya persepsi 
negatif terhadap 
pembebasan lahan 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya:   

 Melakukan identifikasi kepemilikan 
lahan yang akan dibebaskan. 

 Melakukan pembebasan lahan 
kepada pemilik lahan secara langsung 
melalui proses negosiasi dengan 
membayar kompensasi upah garap 
sawah dan kebun/ladang  yang 
diketahui oleh Wali Jorong, Wali 
Nagari, Niniak Mamak, KAN.  

 Menindaklanjuti aspirasi masyarakat 
adat terkait dengan pembebasan 
lahan. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Nagari Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo, 
Kecamatan Pauh Duo, 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

Pada tahap pra-
konstruksi  

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Pemerintah 
Kecamatan Pauh 
Duo 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Badan Pertanahan 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Badan Pertanahan 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 

B. Tahap Konstruksi 

1. Perubahan 
kualitas udara 

Pemboran sumur 
produksi, sumur injeksi, 
uji sumur produksi, 
pembuatan PLTP  

 Kualitas udara yang 
berasal dari emisi 
fugitive dan dispersi 

TSP memenuhi baku 
Mutu ambien TSP 
sesuai dengan       PP 
No.4I Tahun 1999 
(Baku Mutu TSP 
ambient < 230 
µg/Nm

3
) 

 Emisi gas H2S 
memenuhi Baku Mutu 
sesuai PERMENLH 
No.21 Tahun 2008 
tentang Baku Mutu 
emisi H2S (< 35 
mg/Nm

3
) 

 Tingkat Kebauan 
memenuhi baku mutu 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya:  

 Mengamankan lokasi sumur dan 
membatasi zona aman untuk 
penduduk sekitar sesuai dengan SOP 
PT SEML. 

 Pekerja yang bekerja di sekitar lokasi 
sumur harus dilengkapi dengan 
perlengkapan keselamatan  pekerja. 

 Pada lokasi-lokasi uji produksi akan 
dipasang alat sistem pemantau H2S. 

 Pemeliharaan kendaraan konstruksi. 

 Memperlambat laju kendaraan angkut 
dengan kecepatan maksimum 30 
km/jam. 

Lokasi pengelolaan 
lingkungan hidup: 

 Di lokasi pemboran 
sumur  dan uji 
produksi, 

 Di lokasi 
pemukiman 
penduduk jalan 
akses masuk 
proyek 

Selama kegiatan tahap 
konstruksi. 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 
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No 
Dampak 

Lingkungan yang 
Dikelola 

Sumber Dampak Indikator/Parameter Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Lokasi Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

H2S sesuai 
KEPMENLH No.50 
Tahun 1996 (Baku 
Tingkat Kebauan H2S 
< 28 µg/Nm

3
) 

 Pada musim kemarau dilakukan 
penyiraman jalan secara teratur 

 Mengurangi emisi H2S dengan 
pendekatan teknologi, selama layak 
tekno-ekonomi-lingkungan. 

 Pemasangan pipa mengikuti jalur 
patahan untuk mencegah terjadinya 
pipa patah, kalau terjadi pergeseran 
tanah. 

 Pemasangan tanda-tanda 
Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 
Lindungan Lingkungan (K3LL) sesuai 
dengan SOP 

2. Perubahan tingkat 
kebisingan 

Pemboran sumur 
produksi, sumur injeksi, 
uji sumur produksi 

 Tingkat kebisingan 
memenuhi baku mutu 
permukiman 
penduduk < 55 dB(A) 
dan industri < 70 
dB(A) berdasarkan 
KEPMENLH No.48 
Tahun 1996   

 Khusus tenaga kerja 
proyek, wajib 
memenuhi Nilai 
Ambang Batas (NAB) 
lingkungan kerja 
sesuai SE Menaker 
No.01/MEN/ 97 (NAB 
Lingkungan kerja < 
85 dB(A)) 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 

 Melakukan penyuluhan terhadap 
penduduk terdekat. 

 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

 Menetapkan area buffer zone bising. 

 Pemakaian alat pelindung 
pendengaran bagi pekerja disekitar 
lokasi uji produksi. 

Lokasi pengelolaan 
lingkungan hidup pada 
pada lokasi sumur-
sumur  yang terdekat 
dengan pemukiman 
penduduk 

 

Selama kegiatan tahap 
konstruksi. 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 

3. Perubahan erosi 
dan sedimentasi 

Penyiapan lahan Laju erosi terkendali 
sesuai Surat Keputusan 
Direktur Jenderal 
Reboisasi dan 
Rehabilitasi Kementrian 
Kehutanan 
No.041/Kpts/V/1998          
(< 15 ton/ha/tahun) 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

 Mengendalikan aliran permukaan 
yang berasal dari hujan, misalnya 
membuat parit untuk mengarahkan 
aliran air hujan menuju catch pond. 

 Mengendalikan erosi secara teknis 
dan vegetatif, misalnya dengan 
melakukan penanaman pohon tegak 
lurus aliran atau sejajar kontur atau 
pada area terbuka yang rawan erosi. 

 Sedapat mungkin melakukan 
pekerjaan tanah saat musim kemarau. 

Area rawan erosi di 
segmen jalan akses, 
tapak sumur dan area 
PLTP 

Selama kegiatan tahap 
konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

4. Perubahan laju 
limpasan air 
permukaan 

Penyiapan lahan  Mengendalikan laju 
erosi < 15 
ton/ha/tahun sesuai 
Kep Ditjen RR 
Kemenhut No. 
041/Kpts/V/1998  

 Mengendalikan 
muatan sedimen 
masuk ke sungai < 50 
mg/L sesuai PP No. 
82 Tahun 2001 

 Mengendalikan kadar 
TSS di sungai = Rona 
awal TSS Sungai Liki 
yakni 4 mg/L dan 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

 Mengendalikan aliran permukaan 
yang berasal dari hujan, misalnya 
membuat parit untuk mengarahkan 
aliran air hujan menuju catch pond. 

 Mengendalikan erosi secara teknis 
dan vegetatif. Misalnya dengan 
melakukan penanaman pohon tegak 
lurus aliran atau sejajar kontur atau 
pada area terbuka yang rawan erosi. 

 Sedapat mungkin melakukan 

Area tapak proyek 
PLTP 

 

Selama kegiatan tahap 
konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 
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Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

maksimum < 50 mg/L 
sesuai PP No. 82 
Tahun 2001 

pekerjaan tanah saat musim kemarau. 

5. Perubahan 
kualitas air 
permukaan 

Penyiapan lahan, 
pemboran sumur 
produksi, sumur injeksi 
dan uji sumur produksi 

Terkendalinya kadar TSS 
di sungai = Rona awal 
TSS Sungai Liki yakni 4 
mg/L dan maksimum < 
50 mg/L sesuai PP No. 
82 Tahun 2001 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

 Mengendalikan aliran permukaan 
yang berasal dari hujan. Misalnya 
membuat parit untuk mengarahkan 
aliran air hujan menuju catch pond. 

 Mengendalikan erosi secara teknis 
dan vegetatif. Misalnya dengan 
melakukan penanaman pohon tegak 
lurus aliran atau sejajar kontur atau 
pada area terbuka yang rawan erosi. 

 Sedapat mungkin melakukan 
pekerjaan tanah saat musim kemarau. 

Area tapak proyek 
PLTP 

 

Selama kegiatan tahap 
konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE 

6. Gangguan 
terhadap flora-
fauna darat 

Penyiapan lahan 

 

 

Terbukanya lahan sesuai 
dengan kebutuhan 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

 Meminimalkan area terbuka tanpa 
vegetasi.  

 Membuka lahan secara bertahap 
sesuai dengan rencana kegiatan. 

 Merelokasi keberadaan flora yang 
dilindungi yang berada disekitar 
tapak proyek. 

 Melakukan revegetasi dengan jenis 
tanaman yang sesuai dengan 
kondisi tanah dan iklim setempat 
pada lahan kosong seperti jenis 
jambu-jambuan dan jenis-jenis Ficus 
sp serta rumput-rumputan. 

 Penghijauan daerah kegiatan 
dengan menggunakan jenis-jenis 
tumbuhan yang menjadi sumber 
pakan satwa. 

 Melarang adanya kegiatan 
perburuan dan penangkapan satwa 
serta pengambilan flora yang 
dilindungi. 

Dilakukan pada area 
yang terganggu  

 

Selama kegiatan tahap 
konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Kehutanan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral  
Kabupaten Solok 
Selatan  

 

 Kantor Lingkungan Hidup 
KabupatenSolok Selatan 

 Dinas Kehutanan 

 Dinas Energy dan 
Sumber Daya Mineral  
Kabupaten.Solok Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru Terbarukan 
dan Konservasi Energi 
(EBTKE) 

7. Gangguan 
terhadap biota air 

Penyiapan lahan, 
pemboran sumur 
produksi, sumur injeksi 
dan uji sumur produksi  

 

Perubahan komposisi 
biota air pada lahan yang 
dibuka 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

Upaya meminimalkan gangguan terhadap 
biota air adalah melalui: 

 Pengendalian erosi tanah dan 
sedimentasi  

 Pengelolaan laju limpasan air 
pemukaan  

 Pengelolaan kualitas air permukaan  

Area tapak proyek 
PLTP 

 

Selama kegiatan tahap 
konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

8. Terbukanya 
kesempatan kerja 

Penerimaan tenaga 
Kerja 

Jumlah dan proporsi 
tenaga kerja lokal yang 
dapat diserap pada tahap 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Nagari Alam 

Selama kegiatan tahap 
konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 
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No 
Dampak 

Lingkungan yang 
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Sumber Dampak Indikator/Parameter Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Lokasi Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

konstruksi 

 

melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 

 Penyampaian informasi tentang 
keberadaan lowongan kerja dan 
kualifikasi kebutuhan tenaga kerja 
untuk pelaksanaan konstruksi 
proyek pembangunan PLTP Muara 
Laboh kepada semua Jorong di 
Nagari Alam Pauh Duo, Pau Duo 
Nan Batigo  dan sekitarnya.  

 Seleksi calon tenaga kerja dan 
penerimaan tenaga kerja sesuai 
dengan formasi yang telah 
ditetapkan dengan memprioritaskan 
tenaga kerja di Nagari Alam Pauh 
Duo, Pauh Duo Nan Batigo dan 
sekitarnya.  

 Program pendidikan dan pelatihan 
tenaga kerja untuk dipekerjakan 
pada PLTP Muara Laboh maupun 
kegiatan pemberdayaan 
masyarakat. 

Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo, 
Kecamatan Pauh Duo, 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

9. Terbukanya 
kesempatan 
berusaha 

Penerimaan tenaga 
kerja 

Jumlah dan proporsi 
usaha lokal yang dapat 
diserap pada tahap 
konstruksi  

 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 

 Memfasilitasi dan membantu 
penduduk di Nagari Alam Pauh Duo, 
Pauh Duo Nan Batigo dan 
sekitarnya untuk mendirikan usaha 
baru melalui program CSR.  

 Menyelenggarakan program 
pendidikan dan pelatihan 
kewirausahaan serta kegiatan 
pemberdayaan masyarakat bagi 
penduduk di Nagari Alam Pauh Duo, 
Pauh Duo Nan Batigo dan 
sekitarnya.  

 Melakukan pelatihan tenaga kerja 
dalam bidang industri yang 
menyerap banyak tenaga kerja 
(Peraturan Presiden No.28 Tahun 
2008 tentang Kebijakan Industri 
Nasional), khususnya pelatihan 
dalam bidang industri kreatif seperti 
kerajinan (handicrafts), seni 
pertunjukan, permainan interaktif 
dan lain-lain.  

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang termasuk 
Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo, Kecamatan 
Pauh Duo, Kabupaten 
Solok Selatan. 

Selama kegiatan tahap 
konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 

10. Perubahan 
pendapatan 
masyarakat 

Penerimaan tenaga 
kerja 

 Sumber pendapatan 
rumah tangga yang 
berasal dari luar 
sektor pertanian.  

 Rata-rata tingkat 
pengeluaran rumah 
rumah tangga.  

 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 

 Penetapan tingkat upah/gaji sesuai 
dengan KHL (Kebutuhan Hidup 
Layak). 

 Melakukan kegiatan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang termasuk 
Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo, Kecamatan 
Pauh Duo, Kabupaten 
Solok Selatan. 

Selama kegiatan tahap 
konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
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Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

11. Perubahan nilai 
dan norma sosial 
yang berasal dari 
kegiatan 
penerimaan 
tenaga kerja 
konstruksi 

Kegiatan penerimaan 
tenaga kerja konstruksi 

Tingkat kepercayaan 
masyarakat terhadap 
komitmen Perusahaan 
dengan memprioritaskan 
penerimaan tenaga kerja 
lokal yang bersentuhan 
langsung dengan 
pembangunan PLTP. 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonomi 
diantaranya : 

 Mensososialisasikan penerimaan 
tenaga kerja sesuai dengan prinsip 
nilai kejujuran, terbuka berkeadilan. 

 Menjalankan dan menerapkan 
penerimaan tenaga kerja 
berdasarkan standar dan ketentuan 
yang berlaku di Perusahaan.  

 Menjalankan komitmen penerimaan 
tenaga kerja berasal dari daerah 
yang bersentuhan langsung kegiatan 
pembangunan PLTP 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Nagari Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo, 
Kecamatan Pauh Duo, 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

Selama kegiatan tahap 
konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

12. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

Kegiatan 
pelepasan/pemutusan 
tenaga kerja pada 
tahap konstruksi dari 
kegiatan pembangunan 
PLTP 

Berkurangnya persepsi 
negatif terhadap kegiatan 
penerimaan tenaga kerja 
di tahap konstruksi 

 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonomi 
diantaranya : 

 Memberikan pelatihan keterampilan 
kerja yang cukup  kepada tenaga 
kerja, sehingga pada saat  
diberhentikan siap  dan dapat 
bersaing dalam mendapatkan 
perkerjaan baru. 

 Memberikan dan menyediakan 
informasi peluang kerja kepada 
pekerja yang diberhentikan karena 
berakhirnya kegiatan konstruksi 
pembangkit listrik tenaga panas 
bumi. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang termasuk 
Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo, Kecamatan 
Pauh Duo, Kabupaten 
Solok Selatan. 

Selama kegiatan tahap 
konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Pemerintah 
Kecamatan Pauh 
Duo 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup kab Solok 
Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 

13. Gangguan 
Kesehatan 
Masyarakat/ 
Penurunan status 
kesehatan 
masyarakat.  

 

Pemboran sumur 
produksi,sumur injeksi, 
uji sumur produksi dan 
konstruksi PLTP 

 

 

Tidak terjadinya 
peningkatan kejadian 
penyakit berbasis 
lingkungan dan tidak 
terjadinya perubahan pola 
penyakit. Masyarakat 
masih dapat 
memanfaatkan sumber 
daya air untuk kebutuhan 
sehari-hari dan 
kemudahan akses 
pelayanan kesehatan 
masyarakat sekitar lokasi 
proyek 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

 Menyediakan fasilitas sanitasi yang 
layak dan sehat seperti jamban, WC 
dan tempat sampah disekitar area 
proyek. 

 Meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap kesehatan 
lingkungan melalui penyuluhan 
secara langsung dan tak langsung. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang termasuk 
Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo, Kecamatan 
Pauh Duo, Kabupaten 
Solok Selatan. 

Selama kegiatan tahap 
konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Dinas Kesehatan 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Dinas Kesehatan 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

C Tahap Operasi 

1. Perubahan 
Kualitas Udara 

Pemboran sumur 
produksi, sumur injeksi, 
uji sumur produksi dan 
emisi dan dispersi dari 
stack cooling tower 
saat operasi PLTP 

 Kualitas udara yang 
berasal dari emisi 
fugitive dan dispersi 
TSP memenuhi baku 
Mutu ambien TSP 
sesuai dengan PP 
No.41 Tahun 1999 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

 Mengamankan lokasi sumur dan 

 Di lokasi pemboran 
sumur  dan uji 
produksi, 

 Di lokasi 
pemukiman 
penduduk jalan 

Selama kegiatan tahap 
operasi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
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No 
Dampak 

Lingkungan yang 
Dikelola 

Sumber Dampak Indikator/Parameter Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Lokasi Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

(Baku Mutu TSP 
ambient < 230 
µg/Nm

3
) 

 Emisi dan dispersi 
gas dari stack Cooling 
Tower saat PLTP 
beroperasi 

 Emisi gas H2S 
memenuhi Baku Mutu 
sesuai PERMENLH 
No.21 Tahun 2008 
tentang Baku Mutu 
emisi H2S (< 35 
mg/Nm

3
) 

 Tingkat Kebauan 
memenuhi baku mutu 
H2S sesuai 
KEPMENLH No.50 
Tahun 1996 (Baku 
Tingkat Kebauan H2S 
< 28 µg/Nm

3
), 

sedangkan batas 
minimal indera 
penciuman manusia 
mulai dapat mencium 
bau gas H2S adalah 
181 µg/Nm

3
 

membatasi zona aman untuk 
penduduk sekitar. 

 Pekerja yang bekerja di sekitar lokasi 
sumur harus dilengkapi dengan 
perlengkapan keselamatan  pekerja. 

 Pada lokasi-lokasi uji produksi akan 
dipasang alat sistem pemantau H2S. 

 Pada musim kemarau menyirami jalan 
secara teratur. 

 Mengurangi emisi H2S dengan 
pendekatan teknologi, selama layak 
tekno-ekonomi-lingkungan. 

 Pemasangan tanda-tanda 
Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 
Lindungan Lingkungan (K3LL) sesuai 
dengan SOP 

 

akses masuk 
proyek 

Selatan. 

 

Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 

2. Perubahan tingkat 
kebisingan 

Pemboran sumur 
produksi, sumur injeksi, 
uji sumur produksi, 
pengoperasian PLTP 

 Tingkat kebisingan 
memenuhi baku mutu 
permukiman 
penduduk < 55 
dB(A),dan industri  < 
70 dB(A) berdasarkan 
KEPMENLH No.48 
Tahun 1996   

 Khusus tenaga kerja 
proyek, wajib 
memenuhi Nilai 
Ambang Batas (NAB) 
lingkungan kerja 
sesuai SE Menaker 
No.01/MEN/ 97 (NAB 
Lingkungan kerja < 
85 dB(A)) 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

 Menetapkan area buffer zone bising 

 Pemasangan rock muffler untuk 
meredam bising saat uji produksi 

 Pemakaian alat pelindung 
pendengaran bagi pekerja disekitar 
lokasi uji produksi 

Di lingkungan kerja dan 
pada lokasi sumur-
sumur  yang terdekat 
dengan pemukiman 
penduduk 

 

Selama kegiatan tahap 
operasi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 

3. Perubahan 
kualitas air 
permukaan 

Pemboran sumur 
produksi dan sumur 
injeksi, uji sumur 
produksi serta operasi 
turbin dan kondensat 

Terkendalinya kadar TSS 
di sungai = Rona awal 
TSS Sungai Liki yakni 4 
mg/L dan maksimum < 
50 mg/L sesuai PP No. 
82 Tahun 2001 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

 Mengendalikan aliran permukaan 
yang berasal dari hujan. Misalnya 
membuat parit untuk mengarahkan 
aliran air hujan menuju catch pond. 

 Mengendalikan erosi secara teknis 
dan vegetatif. Misalnya dengan 
melakukan penaman pohon tegak 
lurus aliran atau sejajar kontur atau 
pada area terbuka yang rawan erosi 

 Sedapat mungkin melakukan 
pekerjaan tanah saat musim kemarau 

 

 

Area tapak proyek 
PLTP 

 

Selama kegiatan tahap 
operasi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 
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No 
Dampak 

Lingkungan yang 
Dikelola 

Sumber Dampak Indikator/Parameter Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Lokasi Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

4. Gangguan 
terhadap biota air 

Pemboran sumur 
produksi dan sumur 
injeksi, uji sumur 
produksi  serta operasi 
dan pemeliharaan 
sumur dan PLTP 

 

Untuk mengurangi 
dampak terhadap 
perubahan komposisi 
biota air 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

 Upaya meminimalkan gangguan 
terhadap biota air adalah melalui 
pengendalian terhadap kualitas air 
permukaan. 

Area tapak proyek 
PLTP 

 

Selama kegiatan tahap 
operasi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

5. Terbukanya 
kesempatan kerja 

Penerimaan tenaga 
kerja 

Jumlah dan proporsi 
tenaga kerja lokal yang 
dapat diserap pada tahap 
operasi kegiatan 

 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 

 Penyampaian informasi tentang 
keberadaan lowongan kerja dan 
kualifikasi kebutuhan tenaga kerja 
untuk pelaksanaan operasional 
PLTP kepada jorong di Nagari Alam 
Pauh Duo, Pauh Duo Nan Batigo  
dan sekitarnya.  

 Seleksi calon tenaga kerja dan 
penerimaan tenaga kerja sesuai 
dengan formasi yang telah 
ditetapkan dengan memprioritaskan 
tenaga kerja di Nagari Alam Pauh 
Duo, Pauh Duo Nan Batigo dan 
sekitarnya.  

 Program pendidikan dan pelatihan 
tenaga kerja untuk dipekerjakan 
pada PLTP Muara Laboh maupun 
kegiatan pemberdayaan 
masyarakat. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang termasuk 
Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo, Kecamatan 
Pauh Duo, Kabupaten 
Solok Selatan. 

Selama kegiatan tahap 
operasi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

6. Terbukanya 
kesempatan 
berusaha 

Penerimaan tenaga 
kerja 

Jumlah dan proporsi 
usaha lokal yang dapat 
diserap pada tahap 
operasi kegiatan 

 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 

 Memfasilitasi dan membantu 
penduduk di Nagari Alam Pauh Duo, 
Pauh Duo Nan Batigo  dan 
sekitarnya untuk mendirikan usaha 
baru melalui program CSR.  

 Menyelenggarakan program 
pendidikan dan pelatihan 
kewirausahaan serta kegiatan 
pemberdayaan masyarakat bagi 
penduduk di Nagari Alam Pauh Duo, 
Pauh Duo Nan Batigo dan 
sekitarnya.  

 Melakukan pelatihan tenaga kerja 
dalam bidang industri yang 
menyerap banyak tenaga kerja 
(Peraturan Presiden No.28 Tahun 
2008 tentang Kebijakan Industri 
Nasional), khususnya pelatihan 
dalam bidang industri kreatif seperti 
kerajinan (handicrafts), seni 
pertunjukan, permainan interaktif 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang termasuk 
Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo, Kecamatan 
Pauh Duo, Kabupaten 
Solok Selatan. 

Selama kegiatan tahap 
operasi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 
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No 
Dampak 

Lingkungan yang 
Dikelola 

Sumber Dampak Indikator/Parameter Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Lokasi Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

dan lain-lain. 

 Pemanfaatan dana CSR kepada 
masyarakat diatur lebih lanjut dalam 
kesepakatan antara perusahaan, 
masyarakat dan pemerintah. 

7. Perubahan 
pendapatan 
masyarakat 

Penerimaan tenaga 
kerja 

Peningkatan pendapatan 
masyarakat lokal 
terhadap kegiatan 
peningkatan tenaga kerja 
di tahap operasi 

 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonoomi, 
diantaranya: 

 Penetapan tingkat upah/gaji sesuai 
dengan KHL (Kebutuhan Hidup 
Layak). 

 Melakukan kegiatan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang termasuk 
Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo, Kecamatan 
Pauh Duo, Kabupaten 
Solok Selatan. 

Selama kegiatan tahap 
operasi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

8 Perubahan nilai 
dan norma sosial 
yang berasal dari 
kegiatan 
penerimaan 
tenaga kerja 
operasi 

Kegiatan penerimaan 
tenaga kerja operasi 

Meningkatnya 
kepercayaan masyarakat 
terhadap komitmen 
Perusahaan untuk 
memprioritaskan 
penerimaan tenaga kerja 
setempat atau jorong dan 
nagari yang bersentuhan 
langsung dengan 
pembangunan PLTP 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya : 

 Mensosialisasikan penerimaan 
tenaga kerja sesuai dengan prinsip 
nilai kejujuran, terbuka berkeadilan. 

 Menjalankan dan menerapkan 
penerimaan tenaga kerja 
berdasarkan standar dan ketentuan 
yang berlaku di Perusahaan.  

 Menjalankan komitmen penerimaan 
tenaga kerja berasal dari daerah 
yang bersentuhan langsung dengan 
proyek kegiatan operasional PLTP 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Nagari Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo, 
Kecamatan Pauh Duo, 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

Selama kegiatan tahap 
operasi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

9. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

Penerimaan tenaga 
kerja 

Berkurangnya persepsi 
negatif terhadap kegiatan 
penerimaan tenaga kerja 
pada tahap operasi 

 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya : 

 Memberikan pelatihan keterampilan 
kepada tenaga kerja yang 
diberhentikan untuk dapat bersaing 
dalam mendapatkan perkerjaan  
baru yang lebih baik. 

 Memberikan dan menyediakan 
informasi peluang kerja kepada 
pekerja yang diberhentikan karena 
berakhirnya kegiatan PLTP. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang termasuk 
Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo, Kecamatan 
Pauh Duo, Kabupaten 
Solok Selatan. 

Selama kegiatan tahap 
operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Pemerintah 
Kecamatan Pauh 
Duo 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Badan Pertanahan 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Badan Pertanahan 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 
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No 
Dampak 

Lingkungan yang 
Dikelola 

Sumber Dampak Indikator/Parameter Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Lokasi Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Periode Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Institusi Pengelolaan Lingkungan 

Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

10. Gangguan 
Kesehatan 
Masyarakat/ 
Penurunan status 
kesehatan 
masyarakat 

 

Pemboran sumur 
produksi dan injeksi, uji 
sumur produksi serta 
pengoperasian dan 
pemeliharaan sumur 
dan PLTP  

 

 

 Parameter yang 
dipantau adalah 
jenis penyakit 
berbasis lingkungan 
yang infeksi yang 
berkaitan dengan 
dampak penurunan 
kualitas lingkungan. 

 Cakupan sarana 
sanitasi lingkungan 
seperti penyediaan 
air bersih, jamban, 
rumah sehat, dan 
pengelolaan 
sampah 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya:  

 Menyediakan fasilitas sanitasi yang 
layak dan sehat seperti jamban, WC, 
dan tempat sampah disekitar area 
proyek. 

 Meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap kesehatan 
lingkungan melalui penyuluhan 
secara langsung dan tak langsung. 

Kegiatan pengelolaan 
lingkungan hidup 
dilakukan di Jorong-
Jorong di sekitar lokasi 
kegiatan Nagari Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo, 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

Selama kegiatan tahap 
operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Kesehatan 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Kesehatan 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

D Tahap Pasca Operasi 

1. Perubahan erosi 
dan sedimentasi 

Rehabilitasi/revegetasi 
lahan 

Laju erosi terkendali 
sesuai  dengan Surat 
Keputusan Direktur 
Jenderal Reboisasi dan 
Rehabilitasi Kementrian 
Kehutanan 
No.041/Kpts/V/1998 (<15 
ton/ha/tahun) 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

 Mengendalikan erosi secara teknis 
dan vegetatif. Misalnya dengan 
melakukan penanaman pohon tegak 
lurus aliran atau sejajar kontur atau 
pada area terbuka yang rawan erosi 

 Melanjutkan pengelolaan erosi dan 
sedimentasi yang telah dilaksanakan 
pada tahap konstruksi dan operasi. 

Area rawan erosi di 
bekas segmen jalan 
akses, area tapak 
sumur dan area PLTP 
yang telah selesai 
digunakan 

Selama kegiatan tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

2. Perubahan laju 
limpasan air 
permukaan 

Rehabilitasi/revegetasi 
lahan 

Terkendalinya muatan 
sedimen yang masuk ke 
sungai sesuai PP No.82 
Tahun 2001 (< 50 mg/L) 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

 Mengendalikan erosi secara teknis 
dan vegetatif. Misalnya dengan 
melakukan penanaman pohon tegak 
lurus aliran atau sejajar kontur atau 
pada area terbuka yang rawan erosi 

 Melanjutkan pengelolaan erosi dan 
sedimentasi yang telah dilaksanakan 
pada tahap konstruksi dan operasi. 

Area rawan erosi di 
segmen jalan akses, 
area tapak sumur dan 
area PLTP yang telah 
selesai digunakan 

Selama kegiatan tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

3. Perubahan 
kualitas air 
permukaan 

Rehabilitasi/revegetasi Terkendalinya kadar TSS 
di sungai = Rona awal 
TSS Sungai Liki yakni 4 
mg/L dan maksimum < 
50 mg/L sesuai PP No. 
82 Tahun 2001 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

 Mengendalikan erosi secara teknis 
dan vegetatif. Misalnya dengan 
melakukan penanaman pohon tegak 
lurus aliran atau sejajar kontur atau 
pada area terbuka yang rawan erosi 

 Melanjutkan pengelolaan erosi dan 
sedimentasi yang telah dilaksanakan 
pada tahap konstruksi dan operasi. 

Area rawan erosi di 
segmen jalan akses, 
area tapak sumur dan 
area PLTP yang telah 
selesai digunakan 

Selama kegiatan tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

4. Peningkatan 
terhadap flora 
fauna darat 

Rehabilitasi/revegetasi  

 

 Luas area yang 
direvegetasi,  

 Jenis flora/vegetasi 
yang ditanam,dan  

 Tingkat keberhasilan 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

Pada seluruh area 
yang dilakukan 
rehabilitasi/revegetasi 

 

Selama kegiatan tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
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Lingkungan yang 
Dikelola 
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Pelaksana Pengawas Penerima Pelaporan 

tumbuh tanaman 
revegetasi,  

 Keberadaan flora 
yang dilindungi  
dengan mengacu 
pada PP No. 07 
Tahun1999 

 

 Melakukan revegetasi dengan jenis 
tanaman yang sesuai dengan kondisi 
tanah dan iklim setempat pada lahan 
kosong seperti jenis jambu-jambuan 
dan jenis-jenis Ficus sp serta rumput-
rumputan. 

 Penghijauan daerah kegiatan dengan 
menggunakan jenis-jenis tumbuhan 
yang menjadi sumber pakan satwa. 

 Melarang adanya kegiatan perburuan 
dan penangkapan satwa serta 
pengambilan flora yang dilindungi. 

Kabupaten Solok 
Selatan 

 

Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

5. Gangguan 
terhadap biota air 

Rehabilitasi/revegetasi Perubahan komposisi 
biota air 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, 
diantaranya: 

 Upaya meminimalkan gangguan 
terhadap biota air adalah melalui 
pengendalian erosi tanah dan 
sedimentasi, pengelolaan laju 
limpasan air dan pengelolaan kualitas 
air permukaan. 

Area rawan erosi di 
segmen jalan akses, 
area tapak sumur dan 
area PLTP yang telah 
selesai digunakan 

Selama kegiatan tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

6. Hilangnya 
kesempatan kerja 

Pelepasan tenaga 
kerja operasi 

Jumlah dan proporsi 
pengangguran akibat dari 
hilangnya pekerjaan pada 
kegiatan proyek 

 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 

 Sosialisasi kepada pekerja mengenai 
rencana penutupan proyek. 

 Mensosialisasikan rencana pelepasan 
tenaga kerja. 

 Memberikan kompensasi yang layak 
kepada pekerja sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

 Sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai berakhirnya kegiatan 
proyek. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Nagari Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo, 
Kecamatan Pauh Duo, 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

Selama kegiatan tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

7. Hilangnya 
kesempatan 
berusaha 

Pelepasan tenaga 
kerja operasi 

 Jumlah dan proporsi 
usaha yang 
berkurang pada tahap 
pasca operasi 
kegiatan.  

 Nilai kompensasi 
yang diberikan akibat 
pengurangan tenaga 
kerja pada kegiatan 
proyek sesuai dengan 
peraturan yang 
perundang-undangan 
yang berlaku. 

 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 

 Sosialisasi kepada pekerja mengenai 
rencana penutupan proyek. 

 Mensosialisasikan rencana pelepasan 
tenaga kerja. 

 Memberikan kompensasi yang layak 
kepada pekerja sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

 Sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai berakhirnya kegiatan 
proyek. 

Kegiatan pengelolaan 
lingkungan hidup 
dilakukan di jorong di 
sekitar lokasi kegiatan.  

Pada  tahap pasca-
operasi 

 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 
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8. Perubahan 
pendapatan 
masyarakat 

Pelepasan tenaga 
kerja operasi 

Pengurangan 
pendapatan masyarakat 
lokal terhadap kegiatan 
pelepasan tenaga kerja di 
tahap pasca operasi 

 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 

 Sosialisasi kepada pekerja mengenai 
rencana penutupan proyek. 

 Mensosialisasikan rencana pelepasan 
tenaga kerja. 

 Memberikan kompensasi yang layak 
kepada pekerja sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

 Sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai berakhirnya kegiatan 
proyek 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Nagari Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo, 
Kecamatan Pauh Duo, 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

Selama kegiatan tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

9. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

Pelepasan tenaga 
kerja 

Berkurangnya persepsi 
negatif terhadap 
pelepasan tenaga kerja 
operasi 

 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan sosial ekonomi, 
diantaranya: 

 Sosialisasi kepada pekerja mengenai 
rencana penutupan proyek. 

 Mensosialisasikan rencana pelepasan 
tenaga kerja. 

 Memberikan kompensasi yang layak 
kepada pekerja sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

 Sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai berakhirnya kegiatan 
proyek. 

Di sekitar lokasi 
kegiatan yang 
termasuk Nagari Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo, 
Kecamatan Pauh Duo, 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

Selama kegiatan tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

E. Pengelolaan Dampak Lainnya 

1. Logam-logam 
berat, bahan 
berbahaya dan 
beracun 

Sumur-sumur bor, 
sump pit, sumur-sumur 
produksi (selama uji 
produksi) yang 
berpotensi 
menghasilkan limbah 
bahan berbahaya 
beracun (B3) maupun 
non-B3. 

 Memenuhi baku mutu 
kualitas air limbah 
yang berlaku; 

 Memenuhi Peraturan 
Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
No 045 Tahun 2006 
tentang Persyaratan 
dalam Pengelolaan 
Lumpur Bor; dan  

 Memenuhi ketentuan-
ketentuan 
pengelolaan B3 yang 
berlaku (Peraturan 
Pemerintah No. 18 
Tahun 1999 dan 
peraturan pemerintah 
No. 85 Tahun 1999). 

Program pengelolaan lingkungan yang 
perlu diterapkan untuk mencegah atau 
menanggulangi dampak yang akan terjadi 
melalui pendekatan teknologi, diantaranya: 

Limbah Padat Domestik:  

 Membuang limbah padat di TPA 
(tempat pembuangan akhir).  

Limbah Cair: 

 Mengolah limbah cair domestik dari 
seluruh aktivitas di wilayah proyek di 
Instalasi Pengolahan Limbah Cair 
Domestik. 

 Kondensat dan brine yang dihasilkan 
selama uji produksi dan operasional 
PLTP akan diinjeksikan ke dalam 
sumur reinjeksi. 

 Membangun sump pit yang dilapisi 
lapisan kedap air. Air yang 
dikumpulkan di sump pit digunakan di 
proses pengeboran sebagai 
komponen lumpur bor, setelah itu 
dikembalikan ke dalam sumur. 

 

 Tempat-tempat 
penyimpanan 
sementara limbah 
B3; 

 Instalasi 
Pengolahan Limbah 
Cair Domestik; 

 TPA limbah non-B3; 
dan 

 Tapak-tapak sumur. 

Selama kegiatan tahap 
konstruksi sampai 
dengan tahap pasca 
operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 
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Limbah B3:  

 Serpihan-serpihan di dalam lumpur 
bor ditampung di dalam sump pit. 

 Lumpur bor akhir ditampung di dalam 
sump pit. 

 Melakukan pemanfaatan lumpur bor 
(drilling cutting) setelah proses izin 
pemanfaatan didapat dari instansi 
yang berwenang. 

 Memastikan bahwa peralatan  dan 
bahan yang dibeli  oleh PT SEML 
tidak mengandung PCB, asbestos, 
ODS (ozone depleting substances) 
dan bahan  lainnya yang dilarang 
untuk digunakan sesuai peraturan 
yang berlaku. 

 Menetralkan air aki dan menyimpan 
aki (lead acid batteries) bekas dengan 

aman. 

 Mengumpulkan minyak bekas dan 
menampungnya ke dalam drum dan 
menyerahkannya kepada perusahaan 
pengelola limbah B3 yang terdaftar 
untuk dikelola lebih lanjut. 

 Memasang pelapis sekunder 
(secondary containment) di sekitar 

bahan-bahan yang mudah terbakar 
dan berbahaya sesuai kebutuhan. 

 Secara berkala memberikan pelatihan 
kepada karyawan dalam penanganan 
limbah B3. 
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BAB III  

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

3.1 TAHAP PRA-KONSTRUKSI 

3.1.1 Komponen Sosial Ekonomi 

3.1.1.1 Kepemilikan dan Penguasaan Lahan 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan kepemilikan dan penguasaan lahan. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Indikator keberhasilan pengelolaan adalah perubahan kepemilikan dan penguasaan 

lahan sehingga tidak menimbulkan konflik.  

c. Sumber Dampak 

 Pembebasan lahan.  

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara.  

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif.  

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Lokasi pemantauan berada di Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo, 

Kecamatan Pauh Duo. 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Jangka waktu pemantauan pada tahap pra-konstruksi dan frekuensi pemantauan sekali 

selama tahap pra-konstruksi. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Pemerintah Kecamatan Pauh Duo.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Badan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 
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3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Badan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.1.1.2 Persepsi Masyarakat 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan persepsi masyarakat 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Berkurangnya persepsi negatif terhadap pembebasan lahan.  

c. Sumber Dampak 

 Kegiatan pembebasan lahan.  

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara.  

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif.  

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Lokasi pengelolaan lingkungan hidup berada di Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo 

Nan Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.  

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Jangka waktu pemantauan pada tahap pra-konstruksi dan frekuensi pemantauan sekali 

selama tahap pra-konstruksi. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Pemerintah Kecamatan Pauh Duo.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Badan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 
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 Badan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.2 TAHAP KONSTRUKSI 

3.2.1 Komponen Fisik-Kimia 

3.2.1.1 Kualitas Udara Ambien 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan kualitas udara. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Kualitas udara yang berasal dari emisi fugitive dan dispersi TSP memenuhi baku Mutu 

ambien TSP sesuai dengan PP No.41 Tahun 1999 (Baku Mutu TSP ambient < 230 

µg/Nm
3
) 

 Emisi gas H2S memenuhi Baku Mutu sesuai PERMENLH No.21 Tahun 2008 tentang 

Baku Mutu Emisi H2S (< 35 mg/Nm
3
) 

 Tingkat kebauan memenuhi baku mutu H2S sesuai KEPMENLH No.50 Tahun 1996 

(Baku Tingkat Kebauan H2S < 28 µg/Nm
3
) 

c. Sumber Dampak 

 Pemboran sumur produksi, sumur injeksi, uji sumur produksi serta emisi dan dispersi 

dari stack cooling tower saat operasi PLTP.  

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengukuran udara ambient dengan sampling TSP di udara ambien menggunakan high 

volume sampler. 

 Analisis data dengan menggunakan metode SNI 19-7119.3-2005. 

 Pengukuran data H2S di udara ambien. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Dipemukiman penduduk jalan akses masuk proyek 

 Gas H2S di udara ambien,  yang berjarak: 

 >  500 m dari Cooling Tower 

 >  1.000 m dari Cooling Tower 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Jangka waktu pemantauan pada tahap konstruksi dan frekuensi pemantauan dua kali 

yaitu sekali pada musim kemarau dan sekali musim hujan selama tahap konstruksi. 
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g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.2.1.2 Tingkat Kebisingan 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan tingkat kebisingan. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu permukiman penduduk < 55 dB(A)  dan 

industri < 70 dB(A) berdasarkan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996.   

 Khusus untuk tenaga kerja proyek, tingkat kebisingan wajib memenuhi Nilai Ambang 

Batas (NAB) lingkungan kerja sesuai SE Menaker No.01/MEN/ 97 (NAB Lingkungan 

kerja <85 dB(A)). 

c. Sumber Dampak 

 Pemboran sumur produksi, sumur injeksi, uji sumur produksi.  

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengukuran tingkat kebisingan dengan sound  level meter 

 Analisis data sesuai dengan Kepmen LH No.48 tahun 1996 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pengukuran tingkat kebisingan di permukiman penduduk jalan masuk proyek. 

 Pengukuran tingkat kebisingan di lingkungan kerja pada lokasi PLTP dan tapak sumur 

yang terdekat dengan pemukiman penduduk. 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Jangka waktu pemantauan pada tahap konstruksi.  

 Frekuensi pemantauan sebanyak dua kali, yaitu sekali pada musim hujan dan sekali 

pada musim kemarau.  
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g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.2.1.3 Erosi dan Sedimentasi 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan Erosi dan Sedimentasi 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Laju erosi terkendali sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi dan 

Rehabilitasi Kementerian Kehutanan No.041/Kpts/V/1998 (< 15 ton/ha/tahun). 

c. Sumber Dampak 

 Penyiapan lahan. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengukuran erosi tanah dengan menggunakan metode petak kecil. 

 Pemantauan curah hujan 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Area rawan erosi di segmen jalan akses, area tapak sumur dan area PLTP. 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Jangka waktu pemantauan pada tahap konstruksi.  

 Frekuensi pemantauan sebanyak dua kali, yaitu sekali pada musim hujan dan sekali 

pada musim kemarau selama tahap penyiapan lahan. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 
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3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.2.1.4 Laju Limpasan Air Permukaan 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan laju limpasan air permukaan. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Terkendalinya muatan sedimen yang masuk ke sungai sesuai PP No.82 Tahun 2001 (< 

50 mg/L). 

c. Sumber Dampak 

 Penyiapan lahan. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Sampling muatan sedimen pada inlet dan outlet catch pond, lalu analisis laboratorium 

Totak Padatan Tersuspensi (TSS) menggunakan metode SNI 06-6989.3-2004 

sekaligus untuk mengetahui efektifitas catch pond. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Muatan sedimen dari area tapak proyek PLTP 

 Inlet dan outlet catch pond, mewakili sedimen yang dapat dikelola dengan baik 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Jangka waktu pemantauan pada tahap konstruksi.  

 Frekuensi pemantauan sebanyak dua kali, yaitu sekali pada musim hujan dan sekali 

pada musim kemarau saat penyiapan lahan. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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3.2.1.5 Kualitas Air Permukaan 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan kualitas air permukaan. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Terkendalinya kadar TSS di sungai = Rona awal TSS Sungai Liki yakni 4 mg/L dan 

maksimum < 50 mg/L sesuai PP No. 82 Tahun 2001. 

c. Sumber Dampak 

 Penyiapan lahan. 

 Pemboran sumur produksi, sumur injeksi, uji sumur produksi. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Sampling TSS sungai. 

 Sampling Residu Tersuspensi (TSS), lalu analisis laboratorium menggunakan metode 

SNI 06-6989.3-2004. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Muatan sedimen dari area tapak proyek PLTP. 

 Inlet dan outlet catch pond, mewakili sedimen yang dapat dikelola dengan baik. 

 Sampling TSS diambil di Sungai Bangko Jernih, Bangko Keruh dan Liki pada: 

 Muara sungai (outfall)  

 20 m hulu outfall 

 100 m hilir outfall  

 200 m hilir outfall 

mewakili sedimen yang lolos ke sungai. 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Jangka waktu pemantauan pada tahap konstruksi.  

 Frekuensi pemantauan sebanyak dua kali, yaitu sekali pada saat musim hujan dan 

sekali pada saat musim kemarau selama tahap konstruksi. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 
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3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) 

3.2.2 Komponen Biologi 

3.2.2.1 Flora-Fauna Darat 

a. Jenis Dampak 

 Gangguan terhadap flora-fauna darat. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Terbukanya lahan sesuai dengan kebutuhan. 

c. Sumber Dampak 

 Penyiapan lahan. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Metode pengumpulan data dengan inventarisasi/pengamatan langsung terhadap area 

yang akan dibuka dan dilakukan revegetasi.  

 Analisis data dengan analisis vegetasi. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pemantauan lingkungan hidup dilakukan pada tapak yang telah dilakukan revegetasi.  

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Jangka waktu pengelolaan dilakukan di tahap konstruksi di setelah tahap penyiapan 

lahan. 

 Frekuensinya 2 (dua) kali pada saat sebelum dan setelah penyiapan lahan pada tahap 

konstruksi.  

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Kehutanan Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 
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 Dinas Kehutanan Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.2.2.2 Biota Air 

a. Jenis Dampak 

 Gangguan terhadap biota air. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Perubahan komposisi biota air pada lahan yang dibuka. 

 Perubahan komposisi biota air. 

c. Sumber Dampak 

 Penyiapan lahan. 

 Pemboran sumur produksi, sumur injeksi dan uji sumur produksi. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Analisis data jumlah jenis, komposisi, kelimpahan, keanekaragaman jenis plankton dan 

bentos. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Sungai-sungai dekat lokasi kegiatan (Sungai Bangko Jernih, Bangko Keruh dan Liki). 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Jangka waktu pengelolaan dilakukan di tahap konstruksi. 

 Frekuensinya 2 (dua) kali, yaitu sekali pada saat musim hujan dan sekali pada saat 

musim kemarau saat penyiapan lahan.  

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 



RKL-RPL Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Muara Laboh 250 MW 

 

PT Supreme Energy Muara Laboh 

III-10 

3.2.3 Komponen Sosial-Ekonomi Budaya 

3.2.3.1 Kesempatan Kerja 

a. Jenis Dampak 

 Terbukanya kesempatan kerja. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Jumlah dan proporsi tenaga kerja lokal yang dapat diserap pada tahap konstruksi 

kegiatan. 

c. Sumber Dampak 

 Penerimaan tenaga kerja. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data sekunder dari HRD PT SEML. 

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif.  

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo). 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap konstruksi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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3.2.3.2 Kesempatan Berusaha 

a. Jenis Dampak 

 Terbukanya kesempatan berusaha. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Jumlah dan proporsi tenaga kerja lokal yang dapat diserap pada tahap konstruksi 

kegiatan 

 Jumlah dan proporsi usaha baru yang dapat diserap pada tahap operasi proyek 

pembangunan PLTP Muara Laboh. 

c. Sumber Dampak 

 Penerimaan tenaga kerja. 

 Pelepasan tenaga kerja 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data sekunder dari HRD PT SEML. 

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif.  

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo). 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap konstruksi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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3.2.3.3 Pendapatan Masyarakat 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan pendapatan masyarakat. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Peningkatan pendapatan masyarakat lokal terhadap kegiatan penerimaan tenaga dan 

pelepasan tenaga kerja di tahap konstruksi. 

c. Sumber Dampak 

 Penerimaan tenaga kerja. 

 Pelepasan tenaga kerja. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data sekunder dari HRD PT SEML. 

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo). 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap konstruksi setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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3.2.3.4 Nilai dan Norma Sosial 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan nilai dan norma sosial yang berasal dari kegiatan penerimaan tenaga kerja 

konstruksi. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Perubahan nilai dan norma sosial serta tradisi setempat 

c. Sumber Dampak 

 Kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi  

 Kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Mencatat data hasil pertemuan formal dan informal dengan anggota dan tokoh-tokoh 

masyarakat 

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo) 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap konstruksi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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3.2.3.5 Persepsi Masyarakat 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan persepsi masyarakat 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Berkurangnya persepsi negatif terhadap kegiatan penerimaan tenaga kerja di tahap 

konstruksi. 

 Berkurangnya persepsi negatif terhadap kegiatan pemboran sumur produksi dan sumur 

injeksi, uji sumur produksi di tahap konstruksi serta pembangunan PLTP. 

c. Sumber Dampak 

 Penerimaan tenaga kerja. 

 Pemboran sumur produksi dan sumur injeksi, uji sumur produksi serta pembangunan 

PLTP. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data persepsi masyarakat. 

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif.  

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo). 

e. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap konstruksi, setiap 6 (enam) bulan sekali 

f. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan  : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) 
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3.2.4 Komponen Kesehatan Masyarakat 

a. Jenis Dampak 

 Gangguan kesehatan masyarakat/penurunan status kesehatan masyarakat.  

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Parameter yang dipantau adalah jenis penyakit berbasis lingkungan yang menimbulkan 

infeksi yang berkaitan dengan dampak penurunan kualitas lingkungan. 

 Cakupan sarana sanitasi lingkungan seperti penyediaan air bersih, jamban, rumah 

sehat, dan pengelolaan sampah 

c. Sumber Dampak 

 Pemboran sumur produksi, sumur injeksi dan uji sumur produksi  

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Wawancara dengan pimpinan proyek dan pengumpulan data sekunder dari 

Puskesmas. 

 Wawancara dengan tokoh masyarakat atau kader kesehatan terkait dengan pola 

penyakit berbasis lingkungan. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Lokasi pemantauan adalah masyarakat tapak proyek (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh 

Duo Nan Batigo).  

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap konstruksi, setiap 6 (enam) bulan sekali 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana : PT. Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas  :  

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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3.3 TAHAP OPERASI 

3.3.1 Komponen Fisik-Kimia 

3.3.1.1 Kualitas Udara Ambien 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan kualitas udara. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Kualitas udara yang berasal dari emisi fugitive dan dispersi TSP memenuhi baku Mutu 

ambien TSP sesuai dengan PP No.41 Tahun 1999 (Baku Mutu TSP ambien < 230 

µg/Nm
3
) 

 Emisi dan dispersi gas dari stack Cooling Tower saat PLTP beroperasi. 

 Emisi gas H2S memenuhi Baku Mutu sesuai PERMENLH No.21 Tahun 2008 tentang 

Baku Mutu Emisi H2S (< 35 mg/Nm
3
). 

 Tingkat Kebauan memenuhi baku mutu H2S sesuai KEPMENLH No.50 Tahun 1996 

(Baku Tingkat Kebauan H2S < 28 µg/Nm
3
). 

c. Sumber Dampak 

 Pemboran sumur produksi, sumur injeksi, uji sumur produksi serta emisi dan dispersi 

dari stack cooling tower saat operasi PLTP. 

 Pengujian (commissioning). 

 Operasi turbin dan kondesat. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengukuran udara ambien dengan sampling TSP di udara ambien menggunakan high 

volume sampler. 

 Analisis data dengan menggunakan metode SNI 19-7119.3-2005. 

 Pengukuran gas H2S di udara ambien. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Di pemukiman penduduk jalan akses masuk proyek. 

 Gas H2S di udara ambien,  yang berjarak: 

 >  500 m dari cooling tower. 

 >  1.000 m dari cooling tower. 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Jangka waktu pemantauan pada tahap operasi.  

 Frekuensi pemantauan adalah 6 (enam) bulan sekali. 
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g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.3.1.2 Kebisingan 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan tingkat kebisingan. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu permukiman penduduk < 55 dB(A) dan 

industri < 70 dB(A) berdasarkan KepMenLH No.48 Tahun 1996.   

 Khusus tenaga kerja proyek, wajib memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) lingkungan 

kerja sesuai SE Menaker No.01/MEN/ 97 (NAB Lingkungan kerja < 85 dB(A). 

c. Sumber Dampak 

 Pemboran sumur produksi, sumur injeksi dan uji sumur produksi. 

 Pengujian (commissioning). 

 Operasi turbin dan kondesat. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengukuran tingkat kebisingan dengan sound level meter. 

 Analisis data sesuai dengan KepMenLH No.48 Tahun 1996. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pengukuran tingkat kebisingan di dipermukiman penduduk jalan masuk proyek. 

 Pengukuran tingkat kebisingan di lingkungan kerja pada lokasi PLTP dan tapak sumur 

yang terdekat dengan pemukiman penduduk. 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Jangka waktu pemantauan pada tahap operasi.  

 Frekuensi pemantauan 6 (enam) bulan sekali. 
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g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.3.1.3 Kualitas Air Permukaan 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan kualitas air permukaan. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Terkendalinya kadar TSS di sungai = Rona awal TSS Sungai Liki yakni 4 mg/L dan 

maksimum < 50 mg/L sesuai PP No. 82 Tahun 2001. 

c. Sumber Dampak 

 Pemboran sumur produksi, sumur injeksi dan uji sumur produksi 

 Operasi turbin dan kondensat. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Sampling TSS sungai. 

 Sampling Total Padatan Tersuspensi (TSS), lalu analisis laboratorium menggunakan 

metode SNI 06-6989.3-2004. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Muatan sedimen dari area tapak proyek PLTP. 

 Inlet dan outlet catch pond, mewakili sedimen yang dapat dikelola dengan baik 

 Sampling TSS diambil di Sungai Bangko Jernih, Bangko Keruh dan Liki  pada: 

 Muara sungai (outfall)  

 20 m hulu outfall 

 100 m hilir outfall  

 200  m hilir outfall 

mewakili sedimen yang lolos ke sungai. 
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f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Jangka waktu pemantauan pada tahap operasi. 

 Frekuensi pemantauan adalah 6 (enam) bulan sekali.  

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.3.2 Komponen Biologi 

3.3.2.1 Biota Air 

a. Jenis Dampak 

 Gangguan terhadap biota air. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Perubahan komposisi biota air. 

c. Sumber Dampak 

 Pemboran sumur produksi dan sumur injeksi, uji sumur produksi serta pengoperasian 

dan pemeliharaan sumur dan PLTP. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Analisis data jumlah jenis, komposisi, kelimpahan, keanekaragaman jenis plankton dan 

bentos. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Sungai-sungai dekat lokasi kegiatan (Sungai Bangko Jernih, Bangko Keruh dan Liki) 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Jangka waktu pengelolaan dilakukan di tahap operasi. 

 Frekuensi pemantauan adalah setiap enam bulan sekali.  
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g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.3.3 Komponen Sosial-Ekonomi Budaya 

3.3.3.1 Kesempatan Kerja 

a. Jenis Dampak 

 Terbukanya kesempatan kerja. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Jumlah dan proporsi tenaga kerja lokal yang dapat diserap pada tahap operasi 

kegiatan. 

c. Sumber Dampak 

 Penerimaan tenaga kerja. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data sekunder dari HRD PT SEML. 

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif.  

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo).  

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap operasi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 



RKL-RPL Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Muara Laboh 250 MW 

 

PT Supreme Energy Muara Laboh 

III-21 

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.3.3.2 Kesempatan Berusaha 

a. Jenis Dampak 

 Terbukanya kesempatan berusaha. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Jumlah dan proporsi usaha yang dapat diserap pada tahap operasi kegiatan. 

c. Sumber Dampak 

 Penerimaan tenaga kerja. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data sekunder dari HRD PT SEML 

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif.  

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo). 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap konstruksi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  
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 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.3.3.3 Pendapatan Masyarakat 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan pendapatan masyarakat. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Peningkatan pendapatan masyarakat lokal terhadap kegiatan peningkatan tenaga kerja 

di tahap operasi. 

c. Sumber Dampak 

 Penerimaan tenaga kerja. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data sekunder dari HRD PT SEML. 

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif.  

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo). 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap operasi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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3.3.3.4 Nilai dan Norma Sosial 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan nilai dan norma sosial yang berasal dari kegiatan penerimaan tenaga kerja 

operasi. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Perubahan nilai dan norma sosial serta tradisi setempat 

c. Sumber Dampak 

 Kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Mencatat data hasil pertemuan formal dan informal dengan anggota dan tokoh-tokoh 

masyarakat 

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Di sekitar lokasi kegiatan (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo). 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap operasi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan  : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) 
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3.3.3.5 Persepsi Masyarakat 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan persepsi masyarakat. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Berkurangnya persepsi negatif terhadap pembebasan lahan dari kegiatan penerimaan 

tenaga kerja pada tahap operasi. 

 Berkurangnya persepsi negatif terhadap kegiatan pemboran sumur produksi dan sumur 

injeksi, uji sumur produksi serta pengoperasian dan pemeliharaan sumur dan PLTP. 

c. Sumber Dampak 

 Penerimaan tenaga kerja. 

 Pemboran sumur produksi dan injeksi, uji sumur produksi serta pengoperasian dan 

pemeliharaan sumur dan PLTP. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data persepsi masyarakat. 

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif.  

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo). 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap operasi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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3.3.4 Kesehatan Masyarakat 

a. Jenis Dampak 

 Gangguan kesehatan masyarakat/penurunan status kesehatan masyarakat. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Parameter yang dipantau adalah jenis penyakit berbasis lingkungan yang menimbulkan 

infeksi yang berkaitan dengan dampak penurunan kualitas lingkungan. 

 Cakupan sarana sanitasi lingkungan seperti penyediaan air bersih, jamban, rumah 

sehat, dan pengelolaan sampah. 

c. Sumber Dampak 

 Pemboran sumur produksi dan injeksi, uji sumur produksi serta pengoperasian dan 

pemeliharaan sumur dan PLTP. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Wawancara dengan pimpinan proyek dan pengumpulan data sekunder dari 

Puskesmas. 

 Wawancara dengan tokoh masyarakat atau kader kesehatan terkait dengan pola 

penyakit berbasis lingkungan. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Masyarakat dii sekitar lokasi kegiatan (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan 

Batigo). 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Jangka waktu pemantauan selama tahap operasi.  

 Pada tahap operasi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana : PT. Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas  :  

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 
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 Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.4 TAHAP PASCA OPERASI 

3.4.1 Komponen Fisik-Kimia 

3.4.1.1 Erosi dan Sedimentasi 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan erosi dan sedimentasi. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Laju erosi terkendali sesuai Keputusan Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi 

Kementerian Kehutanan No.041/Kpts/V/1998 (< 15 ton/ha/tahun). 

c. Sumber Dampak 

 Rehabilitasi/revegetasi. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengukuran erosi tanah dengan menggunakan metode petak kecil. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Area rawan erosi di segmen jalan akses, area tapak sumur dan area PLTP. 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap pasca operasi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.4.1.2 Laju Limpasan Air Permukaan 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan laju limpasan air permukaan. 
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b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Terkendalinya muatan sedimen yang masuk ke sungai sesuai PP No 82 Tahun 2001 

(<50 mg/L). 

c. Sumber Dampak 

 Rehabilitasi/revegetasi. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Sampling muatan sedimen pada inlet dan outlet catch pond, lalu analisis laboratorium 

Total Padatan Tersuspensi (TSS) menggunakan metode SNI 06-6989.3-2004 sekaligus 

untuk mengetahui efektifitas catch pond. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Muatan sedimen dari area tapak proyek PLTP 

 Inlet dan outlet catch pond, mewakili sedimen yang dapat dikelola dengan baik 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap pasca operasi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.4.1.3 Kualitas Air Permukaan 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan kualitas air permukaan. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Terkendalinya kadar TSS di sungai = Rona awal TSS sungai Liki yakni 4 mg/L dan 

maksimum < 50 mg/L sesuai PP No. 82 Tahun 2001. 

c. Sumber Dampak 

 Rehabilitasi/Revegetasi. 
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d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Sampling TSS sungai. 

 Sampling Total Padatan Tersuspensi (TSS), lalu dianalisis laboratorium menggunakan 

metode SNI 06-6989.3-2004. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Sampling TSS diambil di Sungai Bangko Jernih, Bangko Keruh dan Liki pada: 

 Muara sungai (outfall)  

 20 m hulu outfall 

 100 m hilir outfall  

 200 m hilir outfall 

mewakili sedimen yang lolos ke sungai 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap pasca operasi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.4.2 Komponen Biologi 

3.4.2.1 Flora dan Fauna Darat 

a. Jenis Dampak 

 Gangguan terhadap flora-fauna darat. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Luas area yang direvegetasi, jenis flora/vegetasi yang ditanam,dan tingkat keberhasilan 

tumbuh tanaman revegetasi, keberadaan flora yang dilindungi  dengan mengacu pada 

PP 07 Tahun1999, serta indeks keanekaragaman jenis. 

c. Sumber Dampak 

 Rehabilitasi/revegetasi. 
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d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data inventarisasi/pengamatan langsung terhadap luas area yang 

dilakukan revegetasi.  

 Analisis data analisis vegetasi. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pemantauan dilakukan pada seluruh area yang dilakukan rehabilitasi/revegetasi. 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap pasca operasi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Kehutanan Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Kehutanan Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.4.2.2 Biota Air 

a. Jenis Dampak 

 Gangguan terhadap biota air. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Perubahan komposisi biota air. 

c. Sumber Dampak 

 Rehabilitasi/revegetasi. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Analisis data jumlah jenis, komposisi, kelimpahan, keanekaragaman jenis plankton dan 

bentos. 

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Sungai-sungai dekat lokasi kegiatan (Sungai Bangko Jernih, Bangko Keruh dan Liki). 
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f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap pasca operasi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.4.3 Komponen Sosial-Ekonomi Budaya 

3.4.3.1 Kesempatan Kerja 

a. Jenis Dampak 

 Berkurangnya kesempatan kerja. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Jumlah dan proporsi pengangguran akibat dari hilangnya pekerjaan pada kegiatan 

proyek. 

c. Sumber Dampak 

 Pelepasan tenaga kerja. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data sekunder dari HRD PT SEML. 

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif.  

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo) 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap pasca operasi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  
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2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.4.3.2 Kesempatan Berusaha 

a. Jenis Dampak 

 Berkurangnya kesempatan berusaha. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Jumlah dan proporsi usaha yang berkurang pada tahap pasca-operasi kegiatan. 

c. Sumber Dampak 

 Pelepasan tenaga kerja. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data sekunder dari HRD PT SEML. 

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif.  

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo) 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap pasca operasi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 
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3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.4.3.3 Pendapatan Masyarakat 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan pendapatan masyarakat. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Berkurangnya pendapatan masyarakat lokal terhadap kegiatan pelepasan tenaga kerja 

di tahap pasca operasi. 

c. Sumber Dampak 

 Pelepasan tenaga kerja. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data sekunder dari HRD PT SEML. 

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif.  

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo) 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap pasca operasi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  
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 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.4.3.4 Persepsi Masyarakat 

a. Jenis Dampak 

 Perubahan persepsi masyarakat. 

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Berkurangnya persepsi negatif terhadap kegiatan penutupan sumur produksi, sumur 

injeksi, pembongkaran jaringan pipa dan fasilitas pendukung serta pembongkaran 

PLTP pada tahap pasca operasi. 

 Berkurangnya persepsi negatif terhadap kegiatan pelepasan tenaga kerja pada tahap 

pasca operasi. 

c. Sumber Dampak 

 Penutupan sumur produksi, sumur injeksi, pembongkaran jaringan pipa dan fasilitas 

pendukung serta pembongkaran PLTP. 

 Pelepasan tenaga kerja. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Pengumpulan data sekunder dari HRD PT SEML. 

 Analisis data dilakukan secara komparatif dan deskriptif kualitatif  

e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Di sekitar lokasi kegiatan (Nagari Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo) 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Pada tahap pasca operasi, setiap 6 (enam) bulan sekali. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Pemerintahan Nagari, KAN Alam Pauh Duo dan Pauh Duo Nan Batigo. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  
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 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 

3.5 PEMANTAUAN DAMPAK LAINNYA 

a. Jenis Dampak 

 Limbah padat non industri: jenis dan jumlah limbah padat yang dikumpulkan, diangkut, 

dibuang di Tempat Pembuangan Akhir dan didaur-ulang; 

 Limbah cair domestik: Biochemical Oxgen Demand, Chemical Oxygen Demand, Total 

Suspended Solids dan pH; 

 Jenis dan jumlah limbah bahan berbahaya beracun (B3); dan 

 Tumpahan: jenis dan jumlah tumpahan/ceceran.  

b. Indikator/Parameter yang Akan Dipantau 

 Memenuhi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 045 Tahun 2006 

tentang Persyaratan dalam Pengelolaan Lumpur Bor; dan 

 Memenuhi ketentuan-ketentuan pengelolaan B3 yang berlaku (Peraturan Pemerintah 

No. 18 Tahun 1999 dan peraturan pemerintah No. 85 Tahun 1999). 

c. Sumber Dampak 

 Limbah padat domestik;  

 Air buangan dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) cair domestik; dan 

 Sumur-sumur bor, sump pit, sumur-sumur produksi (selama uji produksi) yang 

berpotensi menghasilkan limbah B3  maupun non-B3. 

d. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

 Mengukur jumlah limbah padat yang dihasilkan dengan menghitung jumlah truk yang 

membawa limbah padat masuk dan membuang limbah ke TPA;  

 Mengumpulkan, menyiapkan dan menganalisis contoh air dari saluran keluar semua 

IPAL domestik sesuai dengan protokol PT SEML yang didasarkan kepada SNI, serta 

mengukur pH, konduktivitas, dan suhu pada saat pengambilan contoh air dilakukan (in 

situ);  

 Memantau pelaksanaan prosedur operasi standar (SOP)  pencegahan tumpahan oli 

dilakukan secara benar;  

 Memantau pelaksanaan SOP penanganan dan pembuangan limbah B3 dilakukan 

secara benar; dan 

 Melakukan uji Toxicity Characteristic Leahing Procedure terhadap lumpur bor, limbah 

lumpur dan serbuk bor. 
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e. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup 

 Lokasi TPA limbah padat domestik; 

 IPAL Domestik; 

 Lokasi sumur (sump pit dan pembuangan limbah lumpur). 

f. Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Selama tahap konstruksi sampai tahap operasi dilakukan: 

 Limbah Padat: Setiap saat limbah padat dibuang ke TPA; 

 IPAL: Satu kali per bulan; dan 

 Di lokasi sumur: 2 kali masing-masing saat pemboran dan setelah pemboran. 

g. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

1) Pelaksana  : PT Supreme Energy Muara Laboh  

2) Pengawas : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

3) Penerima Pelaporan : 

 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Solok Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. 

 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 
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Tabel III-1 Matrik Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Muara Laboh 250 MW oleh PT Supreme Energy Muara Laboh 

No. 

Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul 

Indikator/Parameter Sumber Dampak 
Metode Pengumpulan dan 

Analisis Data 
Lokasi Pantau Waktu & Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

A.  Tahap  Pra-Konstruksi 

1. Perubahan 
kepemilikan dan 
penguasaan lahan 

Indikator keberhasilan 
pengelolaan adalah 
perubahan kepemilikan 
dan penguasaan lahan 
sehingga tidak 
menimbulkan konflik   

Pembebasan lahan  Pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi dan 
wawancara  

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Lokasi pemantauan 
berada di Nagari Alam 
Pauh Duo dan Pauh Duo 
Nan Batigo Kecamatan 
Pauh Duo  

Frekuensi pemantauan 
sekali selama tahap pra-
konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Pemerintah 
Kecamatan Pauh 
Duo.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Badan Pertanahan 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Badan Pertanahan 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 

2. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

Berkurangnya persepsi 
negatif terhadap 
pembebasan lahan 

Kegiatan pembebasan 
lahan 

 Pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi dan 
wawancara  

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Lokasi pengelolaan 
lingkungan hidup berada 
di Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo, Kecamatan Pauh 
Duo, Kabupaten Solok 
Selatan 

Frekuensi pemantauan 
sekali selama tahap pra-
konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Pemerintah 
Kecamatan Pauh 
Duo 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Badan Pertanahan 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Badan Pertanahan 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 

B.  Tahap Konstruksi 

1. Perubahan 
Kualitas Udara 

 Kualitas udara yang 
berasal dari emisi 
fugitive dan dispersi 
TSP memenuhi baku 
Mutu ambien TSP 
sesuai dengan  PP 
No.41Tahun 1999 
(Baku Mutu TSP 
ambient < 230 
µg/Nm

3
) 

 Emisi dan dispersi 
gas dari stack 
Cooling Tower saat 
PLTP beroperasi 

 Emisi gas H2S 
memenuhi Baku Mutu 
sesuai PERMENLH 
No.21 Tahun 2008 
tentang Baku Mutu 
emisi H2S (< 35 
mg/Nm3) 

Pemboran sumur 
produksi, sumur injeksi, 
uji sumur produksi serta 
emisi dan dispersi dari 
stack cooling tower saat 
operasi PLTP 

 Pengukuran udara ambien 
dengan sampling TSP di 
udara ambien menggunakan 
high volume sampler 

 Analisis data dengan 
menggunakan metode SNI 
19-7119.3-2005 

 Pengukuran data H2S di 
udara ambien 

 

 Dipemukiman 
penduduk jalan akses 
masuk proyek 

 Gas H2S di udara 
ambien,  yang 
berjarak: 

 > 500 m dari 
Cooling Tower 

 > 1.000 m dari 
Cooling Tower 

 

 

Frekuensi pemantauan 
dua kali, yaitu sekali pada 
musim kemarau dan 
sekali musim hujan 
selama tahap konstuksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 
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No. 

Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul 

Indikator/Parameter Sumber Dampak 
Metode Pengumpulan dan 

Analisis Data 
Lokasi Pantau Waktu & Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

 Tingkat Kebauan 
memenuhi baku mutu 
H2S sesuai 
KEPMENLH No.50 
Tahun 1996 (Baku 
Tingkat Kebauan H2S 
< 28 µg/Nm

3
) 

2. Perubahan tingkat 
kebisingan 

 Tingkat kebisingan 
memenuhi baku mutu 
permukiman 
penduduk < 55 dB(A) 

 dan industri < 70 
dB(A) berdasarkan 
KEPMENLH No.48 
Tahun 1996   

 Khusus untuk tenaga 
kerja proyek, tingkat 
kebisingan wajib 
memenuhi Nilai 
Ambang Batas (NAB) 
lingkungan kerja 
sesuai SE Menaker 
No.01/MEN/ 97 (NAB 
Lingkungan kerja < 85 
dB(A) 

 

Pemboran sumur 
produksi, sumur injeksi, 
uji sumur produksi 

 Pengukuran tingkat 
kebisingan dengan sound  
level meter 

 Analisis data sesuai dengan 
KEPMENLH No.48 Tahun 
1996 

 

 Pengukuran tingkat 
kebisingan di 
pemukiman penduduk 
jalan masuk proyek 

 Pengukuran tingkat 
kebisingan di 
lingkungan kerja 

pada lokasi PLTP dan 
tapak sumur yang 
terdekat dengan 
pemukiman penduduk 

 

Frekuensi pemantauan 
sebanyak dua kali, yaitu 
sekali pada musim hujan 
dan sekali pada musim 
kemarau pada tahap 
konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 

3. Perubahan erosi 
dan sedimentasi 

Laju erosi terkendali 
sesuai dengan Surat 
Keputusan Direktur 
Jenderal Reboisasi dan 
Rehabilitasi Kementrian 
Kehutanan 

No.041/Kpts/V/1998       
(< 15 ton/ha/tahun) 

Penyiapan lahan  Pengukuran erosi tanah 
dengan menggunakan 
metode Petak Kecil 

 Pengukuran curah hujan 

Area rawan erosi di 
segmen jalan akses, 
area tapak sumur dan 
area PLTP 

Frekuensi pemantauan 
sebanyak dua kali, yaitu  
sekali pada pada musim 
hujan dan sekali pada 
musim kemarau selama 
tahap konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 

4. Perubahan laju 
limpasan air 
permukaan 

Terkendalinya muatan 
sedimen yang masuk ke 
sungai sesuai PP No.82 
Tahun 2001 (< 50 mg/L) 

Penyiapan lahan Sampling muatan sedimen pada 
inlet dan outlet catchpond, lalu 
analisis laboratorium Total 
Padatan Tersuspensi (TSS) 
menggunakan metode SNI 06-
6989.3-2004 sekaligus untuk 
mengetahui efektifitas catchpond. 

 

 Muatan sedimen dari 
area tapak proyek 
PLTP 

 Inlet dan outlet catch 
pond, mewakili 
sedimen yang dapat 
dikelola dengan baik 

 

Frekuensi pemantauan  
sebanyak dua kali, yaitu 
sekali pada saat musim 
hujan dan sekali pada 
saat musim kemarau  
selama tahap konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 

5. Perubahan 
kualitas air 
permukaan 

Terkendalinya kadar TSS 
di sungai = Rona awal 
TSS Sungai Liki yakni 4 
mg/L dan maksimum < 
50 mg/L sesuai PP No. 
82 Tahun 2001 

 Penyiapan lahan 

 Pemboran sumur 
produksi, sumur 
injeksi, uji sumur 
produksi 

 Sampling TSS sungai. 

 Sampling Residu 
Tersuspensi (TSS), lalu 
analisis laboratorium 
menggunakan metode SNI 
06-6989.3-2004 

 Muatan sedimen dari 
area tapak proyek 
PLTP 

 Inlet dan outlet catch 
pond, mewakili 
sedimen yang dapat 
dikelola dengan baik 

 Sampling TSS diambil 
di Sungai Bangko 

Frekuensi pemantauan  
sebanyak dua kali, yaitu 
sekali pada saat musim 
hujan dan sekali pada 
saat musim kemarau saat 
penyiapan lahan selama 
tahap konstruksi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
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No. 

Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul 

Indikator/Parameter Sumber Dampak 
Metode Pengumpulan dan 

Analisis Data 
Lokasi Pantau Waktu & Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

Jernih, Bangko Keruh 
dan Liki pada: 

 Muara sungai 
(outfall)  

 20 m hulu outfall 

 100 m hilir outfall  

 200 m hilir outfall 

mewakili sedimen 
yang lolos ke sungai 

Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 

6. Gangguan 
terhadap flora-
fauna darat 

Terbukanya lahan sesuai 
dengan kebutuhan 

Penyiapan lahan 

 

 

 Metode pengumpulan data 
dengan inventarisasi/ 
pengamatan langsung 
terhadap area yang akan 
dibuka dan yang dilakukan 
revegetasi  

 Analisis data dengan 
analisis vegetasi 

Pemantauan lingkungan 
hidup dilakukan pada 
tapak yang akan dibuka 
dan telah dilakukan 
revegetasi 

 

Frekuensinya 2 (dua) kali 
pada saat sebelum 
pemyiapan dan setelah 
penyiapan lahan selama 
tahap konstruksi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Energi Sumber 
Daya Mineral  
Kabupaten Solok 
Selatan  

 Dinas Kehutanan 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Kantor Lingkungan Hidup 
Kab.Solok Selatan 

 Dinas Energi Sumber 
Daya Mineral Kab.Solok 
Selatan 

 Dinas Kehutanan 
Kabupaten Solok Selatan 

 Deirektorat Jenderal 
Energi BAru dan 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

7. Gangguan 
terhadap biota air 

 Perubahan 
komposisi biota air 
pada lahan yang 
dibuka 

 Perubahan 
komposisi biota air 

 Penyiapan lahan 

 Pemboran sumur 
produksi, sumur 
injeksi dan uji sumur 
produksi 

 

 

Analisis data jumlah jenis, 
komposisi, kelimpahan, 
keanekaragaman jenis plankton 
dan bentos 

 

Sungai-sungai dekat 
lokasi kegiatan (Sungai 
Bangko Jernih, Bangko 
Keruh dan Liki) 

Frekuensinya 2 (dua) kali, 
yaitu sekali  pada saat 
musim hujan dan sekali 
pada saat musim 
kemarau saat penyiapan 
lahan selama tahap 
konstruksi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

8. Terbukanya 
kesempatan kerja 

Jumlah dan proporsi 
tenaga kerja lokal yang 
dapat diserap pada tahap 
konstruksi kegiatan 

 

Penerimaan tenaga kerja  Pengumpulan data sekunder 
dari HRD PT SEML 

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Di sekitar lokasi kegiatan 
(Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo) 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
konstruksi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

  Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

9. Terbukanya 
kesempatan 
berusaha 

 Jumlah dan proporsi 
tenaga kerja lokal 
yang dapat diserap 
pada tahap 
konstruksi kegiatan 

 Jumlah dan proporsi 
usaha baru yang 
dapat diserap pada 
tahap operasi proyek 
pembangunan PLTP 

 Penerimaan Tenaga 
Kerja 

 Pelepasan Tenaga 
Kerja 

 Pengumpulan data sekunder 
dari HRD PT SEML 

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Di sekitar lokasi kegiatan 
(Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo) 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
konstruksi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
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No. 

Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul 

Indikator/Parameter Sumber Dampak 
Metode Pengumpulan dan 

Analisis Data 
Lokasi Pantau Waktu & Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

Muara Laboh 

 

Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

10. Perubahan 
pendapatan 
masyarakat 

Peningkatan pendapatan 
masyarakat lokal 
terhadap kegiatan 
penerimaan tenaga kerja 
di tahap konstruksi 

 

 

 Penerimaan Tenaga 
Kerja 

 Pelepasan Tenaga 
Kerja 

 Pengumpulan data sekunder 
dari HRD PT SEML 

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Di sekitar lokasi kegiatan 
(Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo) 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
konstruksi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

11. Perubahan Nilai 
dan Norma Sosial 

Perubahan nilai dan 
norma sosial serta tradisi 
setempat 

 Penerimaan Tenaga 
Kerja 

 Pelepasan Tenaga 
Kerja  

 Mencatat data hasil 
pertemuan formal dan 
informal dengan anggota 
dan tokoh-tokoh masyarakat 

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

Di sekitar lokasi kegiatan 
(Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo) 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
konstruksi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

12. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

 Berkurangnya 
persepsi negatif 
terhadap kegiatan 
penerimaan tenaga 
kerja di tahap 
konstruksi 

 Berkurangnya 
persepsi negatif 
terhadap kegiatan 
pemboran sumur 
produksi dan sumur 
injeksi, uji sumur 
produksi di tahap 
konstruksi serta 
pembangunan 
PLTP. 

 Penerimaan tenaga 
kerja 

 Pemboran sumur 
produksi, sumur 
injeksi, uji sumur 
produksi serta 
pembangunan PLTP 

 Pengumpulan data persepsi 
masyarakat 

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Di sekitar lokasi kegiatan 
(Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo) 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
konstruksi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Dinas Sosial, tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 
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No. 

Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul 

Indikator/Parameter Sumber Dampak 
Metode Pengumpulan dan 

Analisis Data 
Lokasi Pantau Waktu & Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

13. Gangguan 
Kesehatan 
Masyarakat/ 
Penurunan status 
kesehatan 
masyarakat.  

 

 Parameter yang 
dipantau adalah jenis 
penyakit berbasis 
lingkungan yang 
infeksi yang 
berkaitan dengan 
dampak penurunan 
kualitas lingkungan. 

 Cakupan sarana 
sanitasi lingkungan 
seperti penyediaan 
air bersih, jamban, 
rumah sehat, dan 
pengelolaan sampah 

Pemboran sumur 
produksi,sumur injeksi, uji 
sumur produksi  

 

 

 Wawancara dengan 
pimpinan proyek dan 
pengumpulan data sekunder 
dari Puskesmas. 

 Wawancara dengan Tokoh 
masyarakat atau kader 
kesehatan terkait dengan 
pola penyakit berbasis 
lingkungan 

Lokasi pemantauan 
adalah masyarakat tapak 
proyek (Nagari Alam 
Pauh Duo dan Pauh Duo 
Nan Batigo 

 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
konstruksi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral Kabupaten 
Solok Selatan 

 DInas Kesehatan 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Kesehatan 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

C.  Tahap  Operasi         

1. Perubahan 
Kualitas Udara 

 Kualitas udara yang 
berasal dari emisi 
fugitive dan TSP 

memenuhi baku Mutu 
ambien TSP sesuai 
dengan PP No.41 
Tahun 1999 (Baku 
Mutu TSP ambien < 
230 µg/Nm

3
) 

 Emisi dan gas dari 
stack Cooling Tower 
saat PLTP beroperasi 

 Emisi gas H2S 
memenuhi Baku Mutu 
sesuai PERMENLH 
No.21 Tahun 2008 
tentang Baku Mutu 
emisi H2S (< 35 
mg/Nm

3
) 

 Tingkat Kebauan 
memenuhi baku mutu 
H2S sesuai 
KEPMENLH No.50 
Tahun 1996 (Baku 
Tingkat Kebauan H2S 
< 28 µg/Nm

3
) 

 Pemboran sumur 
produksi, sumur 
injeksi, uji sumur 
produksi serta emisi  
dan disperse gas 
H2S dari stack 
cooling tower saat 
operasi PLTP 

 Pengujian 
(commissioning) 

 Operasi turbin dan 
kondensat 

 Pengukuran udara ambient 
dengan sampling TSP di 
udara ambien menggunakan 
high volume sampler 

 Analisis data dengan 
menggunakan metode SNI 
19-7119.3-2005 

 Pengukuran data gas H2S di 
udara ambien 

 

 Di pemukiman 
penduduk jalan akses 
masuk proyek 

 Gas H2S di udara 
ambien,  yang 
berjarak: 

 Pada batas 
pagar PLTP 

 300 m dari pagar 
PLTP 

 Lokasi pengambilan 
sampel disesuaikan 
dengan arah angin 

 

 

Frekuensi pemantauan 6 
(enam) bulan sekali, yaitu 
pada musim kemarau dan 
musim hujan selama 
tahap operasi 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 

2. Perubahan tingkat 
kebisingan 

 Tingkat kebisingan 
memenuhi baku mutu 
permukiman 
penduduk < 55 dB(A) 
dan industri  < 70 
dB(A) berdasarkan 
KEPMENLH  No.48 
Tahun 1996   

 Khusus tenaga kerja 
proyek, wajib 
memenuhi Nilai 
Ambang Batas (NAB) 
lingkungan kerja 
sesuai SE Menaker 
No.01/MEN/ 97 (NAB 
Lingkungan kerja < 
85 dB(A) 

 Pemboran sumur 
produksi, sumur 
injeksi, uji sumur 
produksi 

 Pengujian 
(commissioning) 

 Operasi turbin dan 
kondensat 

 Pengukuran tingkat 
kebisingan dengan sound  
level meter 

 Analisis data sesuai dengan 
KEPMENLH No.48 Tahun 
1996 

 

 Pengukuran tingkat 
kebisingan di 
permukiman 
penduduk jalan 
masuk proyek 

 Pengukuran tingkat 
kebisingan di 
lingkungan kerja pada 
lokasi PLTP dan 
tapak sumur yang 
terdekat dengan 
pemukiman penduduk 

 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 
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Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul 

Indikator/Parameter Sumber Dampak 
Metode Pengumpulan dan 

Analisis Data 
Lokasi Pantau Waktu & Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

3. Perubahan 
kualitas air 
permukaan 

Terkendalinya kadar TSS 
di sungai = Rona awal 
TSS Sungai Liki yakni 4 
mg/L dan maksimum < 
50 mg/L sesuai PP No. 
82 Tahun 2001 

 Pemboran sumur 
produksi, sumur 
injeksi, uji sumur 
produksi 

 Operator turbin dan 
kondensat 

 Sampling TSS sungai  

 Sampling Residu 
Tersuspensi (TSS), lalu 
analisis laboratorium 
menggunakan metode SNI 
06-6989.3-2004 

 Muatan sedimen dari 
area tapak proyek 
PLTP 

 Inlet dan outlet catch 
pond, mewakili 
sedimen yang dapat 
dikelola dengan baik 

 Sampling TSS diambil 
di Sungai Bangko 
Jernih, Bangko Keruh 
dan Liki pada: 

 Muara sungai 
(outfall)  

 20 m hulu outfall 

 100 m hilir outfall  

 200  m hilir outfall 

mewakili sedimen 
yang lolos ke 
sungai 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

 

4. Gangguan 
terhadap biota air 

Perubahan komposisi 
biota air 

Pemboran sumur 
produksi dan sumur 
injeksi, uji sumur produksi 
dan pemeliharaan serta 
pengoperasian dan 
pemeliharaan sumur 
PLTP 

 

Analisis data, jumlah jenis, 
komposisi, kelimpahan, 
keanekaragaman jenis plankton 
dan bentos 

 

Sungai-sungai dekat 
lokasi kegiatan (Sungai 
Bangko Jernih, Bangko 
Keruh dan Liki) 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

5. Terbukanya 
kesempatan kerja 

Jumlah dan proporsi 
tenaga kerja lokal yang 
dapat diserap pada tahap 
operasi kegiatan 

 

Penerimaan tenaga kerja  Pengumpulan data sekunder 
dari HRD PT SEML 

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif 

 

Di sekitar lokasi kegiatan Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

6. Terbukanya 
kesempatan 
berusaha 

Jumlah dan proporsi 
usaha yang dapat 
diserap pada tahap 
operasi kegiatan 

 

Penerimaan Tenaga 
Kerja 

 Pengumpulan data sekunder 
dari HRD PT SEML 

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Di sekitar lokasi kegiatan 
(Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo). 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  
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No. 

Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul 

Indikator/Parameter Sumber Dampak 
Metode Pengumpulan dan 

Analisis Data 
Lokasi Pantau Waktu & Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

7. Perubahan 
pendapatan 
masyarakat 

Peningkatan pendapatan 
masyarakat lokal 
terhadap kegiatan 
peningkatan tenaga kerja 
di tahap operasi 

 

Penerimaan tenaga kerja  Pengumpulan data sekunder 
dari HRD PT SEML 

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Di sekitar lokasi kegiatan 
(Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo). 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

8. Perubahan Nilai 
dan Norma Sosial 

Perubahan nilai dan 
norma sosial serta tradisi 
setempat 

Penerimaan Tenaga 
Kerja 

 

 Mencatat data hasil 
pertemuan formal dan 
informal dengan anggota 
dan tokoh-tokoh masyarakat 

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

Di sekitar lokasi kegiatan 
(Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo) 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

9. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

 Berkurangnya 
persepsi negatif 
terhadap pembebasan 
lahan dari kegiatan 
penerimaan tenaga 
kerja pada tahap 
operasi 

 Berkurangnya 
persepsi negative 
terhadap kegiatan 
pemboran sumur 
produksi dan injeksi, 
uji sumur produksi 
serta pengoperasian 
dan pemeliharaan 
sumur dan PLTP. 

 

 Penerimaan tenaga 
kerja 

 Pemboran sumur 
produksi dan injeksi, 
uji sumur produksi 
serta pengoperasian 
dan pemeliharaan 
sumur dan PLTP. 

 Pengumpulan data persepsi 
masyarakat 

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Di sekitar lokasi kegiatan 
(Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo) 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan. 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 
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No. 

Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul 

Indikator/Parameter Sumber Dampak 
Metode Pengumpulan dan 

Analisis Data 
Lokasi Pantau Waktu & Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

10. Gangguan 
Kesehatan 
Masyarakat/ 
Penurunan status 
kesehatan 
masyarakat 

 

 Parameter yang 
dipantau adalah jenis 
penyakit berbasis 
lingkungan yang 
menimbulkan infeksi 
yang berkaitan 
dengan dampak 
penurunan kualitas 
lingkungan. 

 Cakupan sarana 
sanitasi lingkungan 
seperti penyediaan 
air bersih, jamban, 
rumah sehat, dan 
pengelolaan sampah 

Pemboran sumur 
produksi dan injeksi, uji 
sumur produksi serta 
pengoperasian dan 
pemeliharaan sumur dan 
PLTP. 

 

 

 Wawancara dengan 
pimpinan proyek dan 
pengumpulan data sekunder 
dari Puskesmas 

 Wawancara dengan tokoh 
masyarakat atau kader 
kesehatan terkait dengan 
pola penyakit berbasis 
lingkungan 

Di sekitar lokasi kegiatan 
(Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo)  

 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Kesehatan 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Kesehatan 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

D.  Tahap Pasca- Operasi 

1. Perubahan erosi 
dan sedimentasi 

Laju erosi terkendali 
sesuai dengan Surat 
Keputusan Direktur 
Jenderal Reboisasi dan 
Rehabilitasi Kementerian 
Kehutanan 

No.041/Kpts/V/1998 (<15 
ton/ha/tahun) 

Rehabilitasi/revegetasi Pengukuran erosi tanah dengan 
menggunakan metode petak kecil 

Area rawan erosi di 
segmen jalan akses, 
area tapak sumur dan 
area PLTP 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

2. Perubahan laju 
limpasan air 
permukaan 

Terkendalinya muatan 
sedimen yang masuk ke 
sungai sesuai PP No.82 
Tahun 2001 (< 50 mg/L) 

Rehabilitasi/revegetasi Sampling muatan sedimen pada 
inlet dan outlet catch pond, lalu 
analisis laboratorium Residu 
Tersuspensi (TSS) menggunakan 
metode SNI 06-6989.3-2004 
sekaligus untuk mengetahui 
efektifitas catch pond. 

 Muatan sedimen dari 
area tapak proyek 
PLTP 

 Inlet dan outlet catch 
pond, mewakili 
sedimen yang dapat 
dikelola dengan baik 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

3. Perubahan 
kualitas air 
permukaan. 

 

Terkendalinya kadar TSS 
di sungai = Rona awal 
TSS Sungai Liki yakni 4 
mg/L dan maksimum < 
50 mg/L sesuai PP No. 
82 Tahun 2001. 

 

Rehabilitasi/revegetasi  Sampling TSS sungai. 

 Sampling Residu 
Tersuspensi (TSS), lalu 
dianalisis laboratorium 
menggunakan metode SNI 
06-6989.3-2004. 

Sampling TSS diambil di 
Sungai Bangko Jernih, 
Bangko Keruh dan Liki 
pada: 

 Muara sungai 
(outfall)  

 20 m hulu outfall 

 100 m hilir outfall  

 200 m hilir outfall 

mewakili sedimen yang 
lolos ke sungai. 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE). 

4. Gangguan 
terhadap flora-
fauna darat 

Luas area yang 
direvegetasi, jenis 
flora/vegetasi yang 
ditanam,dan tingkat 
keberhasilan tumbuh 
tanaman revegetasi, 
keberadaan flora yang 
dilindungi  dengan 
mengacu pada PP 07 

Rehabilitasi/revegetasi  Pengumpulan data 
inventarisasi/pengamatan 
langsung terhadap luas area 
yang dilakukan revegetasi  

 Analisis data analisis 
vegetasi 

 

Pemantauan dilakukan 
pada seluruh area yang 
dilakukan rehabilitasi/ 
revegetasi 

 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Kehutanan 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral  

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Kehutanan 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
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No. 

Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
yang Timbul 

Indikator/Parameter Sumber Dampak 
Metode Pengumpulan dan 

Analisis Data 
Lokasi Pantau Waktu & Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

tahun 1999, serta indeks 
keanekaragaman jenis. 

 

Kabupaten Solok 
Selatan  

 

Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

5. Gangguan 
terhadap biota air 

Perubahan komposisi 
biota air 

Rehabilitasi/revegetasi Analisis data jumlah jenis, 
komposisi, kelimpahan, 
keanekaragaman jenis plankton 
dan bentos 

 

Sungai-sungai dekat 
lokasi kegiatan (Sungai 
Bangko Jernih, Bangko 
Keruh dan Liki). 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

6. Berkurangnya 
kesempatan kerja 

Jumlah dan proporsi 
pengangguran akibat dari 
hilangnya pekerjaan 
pada kegiatan proyek 

 

Pelepasan tenaga kerja  Pengumpulan data sekunder 
dari HRD PT SEML 

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Di sekitar lokasi kegiatan 
(Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo) 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

7. Berkurangnya 
kesempatan 
berusaha 

Jumlah dan proporsi 
usaha yang berkurang 
pada tahap pasca-
operasi kegiatan 

 

Pelepasan tenaga kerja  Pengumpulan data sekunder 
dari HRD PT SEML 

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Di sekitar lokasi kegiatan 
(Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo) 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

8. Perubahan 
pendapatan 
masyarakat 

Berkurangnya 
pendapatan masyarakat 
lokal terhadap kegiatan 
pelepasan tenaga kerja 
di tahap pasca operasi 

 

Pelepasan tenaga kerja  Pengumpulan data sekunder 
dari HRD PT SEML 

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Di sekitar lokasi kegiatan 
(Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo) 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 
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Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup 

Jenis Dampak 
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Indikator/Parameter Sumber Dampak 
Metode Pengumpulan dan 

Analisis Data 
Lokasi Pantau Waktu & Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

9. Perubahan 
persepsi 
masyarakat 

 Berkurangnya 
persepsi negatif 
terhadap kegiatan 
penutupan sumur 
produksi, sumur 
injeksi, 
pembongkaran 
jaringan pipa dan 
fasilitas pendukung 
serta pembongkaran 
PLTP pada tahap 
pasca operasi 

 Berkurangnya 
persepsi negatif 
terhadap kegiatan 
pelepasan tenaga 
kerja pada tahap 
pasca operasi 

 Penutupan sumur 
produksi, sumur 
injeksi, 
pembongkaran 
jaringan pipa dan 
fasilitas pendukung 
serta pembongkaran 
PLTP 

 Pelepasan tenaga 
kerja 

 Pengumpulan data sekunder 
dari HRD PT SEML 

 Analisis data dilakukan 
secara komparatif dan 
deskriptif kualitatif  

 

Di sekitar lokasi kegiatan 
(Nagari Alam Pauh Duo 
dan Pauh Duo Nan 
Batigo) 

Setiap 6 (enam) bulan 
sekali selama tahap 
pasca operasi 

 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Pemerintahan 
Nagari, KAN Alam 
Pauh Duo dan Pauh 
Duo Nan Batigo. 

 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan, 

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya 
Kabupaten Solok 
Selatan 

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE) 

E. Pemantauan Dampak Lainnya 

1.  Limbah padat 
non industri: 
jenis dan 
jumlah limbah 
padat yang 
dikumpulkan, 
diangkut, 
dibuang di 
Tempat 
Pembuangan 
Akhir dan 
didaur-ulang; 

 Limbah cair 
domestik: 
(BOD, COD, 
TSS dan pH; 

 Jenis dan 
jumlah limbah 
bahan 
berbahaya 
beracun (B3); 
dan 

 Tumpahan: 
jenis dan 
jumlah 
tumpahan/ 
ceceran.  

 Memenuhi Peraturan 
Menteri Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral No 045 
Tahun 2006 tentang 
Persyaratan dalam 
Pengelolaan Lumpur 
Bor; dan 

 Memenuhi 
ketentuan-ketentuan 
pengelolaan B3 yang 
berlaku (Peraturan 
Pemerintah No. 18 
Tahun 1999 dan 
peraturan 
pemerintah No. 85 
Tahun 1999). 

 Limbah padat 
domestik;  

 Air buangan dari 
Instalasi Pengolahan 
Air Limbah (IPAL) 
cair domestik; dan 

 Sumur-sumur bor, 
sump pit, sumur-
sumur produksi 
(selama uji produksi) 
yang berpotensi 
menghasilkan limbah 
B3  maupun non-B3. 

 

 Mengukur jumlah limbah 
padat yang dihasilkan 
dengan menghitung jumlah 
truk yang membawa limbah 
padat   masuk dan 
membuang limbah ke TPA;  

 Mengumpulkan, menyiapkan 
dan menganalisis contoh air 
dari saluran keluar semua 
IPAL domestik sesuai 
dengan protokol PT SEML 
yang didasarkan kepada 
SNI, serta mengukur pH, 
konduktivitas, dan suhu 
pada saat pengambilan 
contoh air dilakukan (in situ);  

 Memantau pelaksanaan 
prosedur operasi standar 
(SOP)  pencegahan 
tumpahan oli dilakukan 
secara benar;  

 Memantau pelaksanaan 
SOP penanganan dan 
pembuangan limbah B3 
dilakukan secara benar; dan 

 Melakukan uji Toxicity 
Characteristic Leahing 
Procedure terhadap lumpur 
bor, limbah lumpur dan 
serbuk bor. 

 Lokasi TPA limbah 
padat domestik; 

 IPAL Domestik; 

 Lokasi sumur (sump 
pit dan pembuangan 
limbah lumpur). 

Selama tahap konstruksi 
sampai tahap operasi 
dilakukan: 

 Limbah Padat: Setiap 
saat limbah padat 
dibuang ke TPA; 

 IPAL: Satu kali per 
bulan; dan 

 Di lokasi sumur: 2 
kali masing-masing 
saat pemboran dan 
setelah pemboran. 

PT SEML  Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten 
Solok Selatan.  

 Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Solok 
Selatan.  

 Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
Kabupaten Solok 
Selatan. 

 Direktorat Jenderal 
Energi Baru 
Terbarukan dan 
Konservasi Energi 
(EBTKE). 
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IV-1 

BAB IV  

JENIS DAN IZIN PPLH DIBUTUHKAN 

4.1 UMUM  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, terkait dengan 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan penambahan berbagai pengaturan dan 

ketentuan perihal izin lingkungan, peraturan pemerintah ini merupakan perpaduan rancangan PP 

Izin Lingkungan dan rancangan PP AMDAL yang disusun sebagai amanat UU No. 32/2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).  Dalam peraturan meletakkan 

kelayakan lingkungan sebagai dasar izin lingkungan sehingga bisa dilaksanakan dengan sanksi 

yang jelas dan tegas. 

AMDAL diperlukan sebagai syarat mendapat izin lingkungan, sehingga kegiatan usaha yang 

menghasilkan limbah wajib termasuk kegiatan yang dilakukan oleh PT SEML wajib mendapatkan 

izin PPLH. 

4.2 IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN PT SEML 

Izin-izin yang dibutuhkan oleh PT SEML, diantaranya adalah : 

 Izin PPLH untuk penyimpanan sementara limbah B3, 

 Izin PPLH untuk pengumpulan limbah B3, 

 Izin PPLH untuk pemanfaatan limbah B3, 

 Izin PPLH untuk penyimpanan dan penggunaan bahan peledak, 

 Izin PPLH untuk emisi. 

 Izin PPLH untuk reinjeksi ke dalam formasi 
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BAB V  

SURAT PERNYATAAN  
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